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SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA MAKASSAR,

bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan
Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah;
bahwa jenis Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah
satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, yang menyatakan Jenis Pajak dan Retribusi,
Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib
Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan

Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang

Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan

Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi

ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar
pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Republik
Indonesia;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

9. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6846;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Menetapkan

dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

>

Daerah adalah Kota Makassar.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota
Makassar.

Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Urusan . ..
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Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Kepala Daerah adalah Wali Kota bagi Daerah Kota.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
Bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.
Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenai Pajak.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak,
yang mempunyai Hak dan Kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

18. Subjek . . .
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Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan  barang, jasa,
dan/atau perizinan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk
Pemungut Retribusi tertentu.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau Badan
Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi antara lain, jalan lingkungan
yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel,
pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan
suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut,
jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga,
galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat
penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
menara, dan sutet.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
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Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang
pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas
konsumen Barang dan/atau Jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa tertentu
yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan
dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh
suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk
bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian
untuk dinikmati.

Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat
dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi
musik hidup dan cahaya lampu serta menyediakan pemandu
dansa.

Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan
tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan
diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
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Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non
alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau
penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak
berpindah-pindah.

Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan
dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat,
rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan
olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan
raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya
bangsa Indonesia.

Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas menyanyi yang menyediakan pemandu.
Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak
atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk
dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia,
yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

51. Opsen Pajak . . .
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Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh
Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang
dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD

adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak  kepada  Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

60. Kas . . .
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

69. Surat . ..
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat
diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan
penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat
diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas
Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan
lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke
benaran penulisan dan penghitungannya.

77. Penagihan . . .
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Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang
yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan
Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau
kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk
melunasi Utang Pajak dan Utang Retribusi.

Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak.

. Jurusita Pajak adalah Pelaksana Tindakan Penagihan pajak

yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan
Penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta,
melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi,
memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau
bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

85. Jasa Usaha . ..
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Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari
keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan wuntuk Pembinaan,
Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan,
Pemanfaatan Ruang, serta Penggunaan Sumber Daya
Alam, Barang, Prasarana, Sarana, atau Fasilitas Tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode tahun tersebut.
Penyidikan adalah serangkaian kegiatan menyidik yang
diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan
mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan bukti pelanggarannya.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau
Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Wali Kota.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

92. Surat . ..
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Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Organisasi
Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Perangkat Daerah
pada Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan
Kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah
dan Retribusi adalah serangkaian tindakan menyidik yang
diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan
mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta
menemukan bukti pelanggarannya.

Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan
yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota
untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan
Hasil Hutan, termasuk Jasa Pelelangan serta fasilitas
lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.
Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan
orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian
yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama,
dan tanah bersama.

99. Bangunan . . .
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Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK
adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan
lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah
pada lokasi tertentu.

Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan
Gedung yang diperkenankan.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan
antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan
sesuai KRK.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan
perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.

.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis
Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SLF adalah Sertifikat yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas
kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang
mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi
Bangunan Gedung.

BABII. ..
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BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:
PBB-P2;
BPHTB;
PBJT;
pajak reklame;
PAT;
pajak MBLB;
opsen PKB
opsen BBNKB; dan
pajak sarang burung walet.
Jems Pajak Daerah yang tidak dipungut oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {.

ER e a0 o

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota yang terdiri
atas:
PBB-P2;
pajak reklame;
PAT;
opsen PKB; dan
opsen BBNKB.
Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
yang dipungut berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh
Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:
1) makanan dan/atau minuman;
2) tenaga listrik;
3) jasa perhotelan;
4)  jasa parkir; dan
5) jasa kesenian dan hiburan.
c. pajak sarang burung walet.

>0 TP

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
atas suatu Jenis Pajak dalam satu kurun tertentu dalam
Masa Pajak, Dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Perpajakan Daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau
menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan pajak
terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
Penetapan Wali Kota.

Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang
terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu)
bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga)
bulan kalender.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun
Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi . ..
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Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau
pengerukan.

Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau
pemanfaatan atas:

a.

bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor
Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara
negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik
Negara atau Barang Milik Daerah;

bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-
mata untuk melayani kepentingan umum di bidang
keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

bumi dan/atau bangunan yang semata-mata
digunakan untuk tempat makam (kuburan),
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka
alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah
negara yang belum dibebani suatu hak;

bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh
Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang
ditetapkan dengan  Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara;

bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api,
moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya
terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;

bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota; dan

bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak Bumi
dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan Proses Penilaian PBB-P2.

NJOP Tidak Kena  Pajak  ditetapkan  sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib
Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari
satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap
Tahun Pajak.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak Tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya.

Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

NJOP yang digunakan wuntuk perhitungan PBB-P2
ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan
paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.

Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan
dengan mempertimbangkan, antara lain:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam Daerah.

Ketentuan mengenai Besaran Persentase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9. ..
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Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:

a. untuk NJOP sama dengan atau kurang dari
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah), sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

b. untuk tambahan NJOP diatas Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebesar
0,2% (nol koma dua persen);

c. untuk tambahan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar rupiah),
sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan

d. untuk tambahan NJOP diatas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat
persen);

Tarif PBB-P2 untuk NJOP sama dengan atau kurang dari

Rp250.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol

delapan persen) berupa lahan produksi pangan dan lahan

produksi ternak.

Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp250.000.000,00

berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak

ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 11

Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender.
Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang
terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada
tanggal 1 Januari.
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi
dan/atau Bangunan.

Pasal 12
Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

(2) Termasuk . . .
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Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi
dan/atau Bangunan berikut berada:

laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya;

dan

bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan
darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan
yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 13

(1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

N -

reklame papan/ billboard/videotron/megatron;
reklame kain;

reklame melekat/stiker;

reklame selebaran;

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
reklame udara;

reklame apung;

reklame film/ slide; dan

reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya;

label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha
atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan
reklamenya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang
nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah; dan

reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan
politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan
iklan komersial.

Pasal 14 . ..



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-21 -

Pasal 14

Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan
yang menggunakan Reklame.
Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

Pasal 15

Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa
Reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai
sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor:

jenis;

bahan yang digunakan;

lokasi penempatan;

waktu penayangan;

jangka waktu penyelenggaraan;

jumlah; dan

g. ukuran media reklame.

Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa reklame = ditetapkan dengan
menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada

oo o

ayat (3).

Ketentuan mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18 . ..
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Pasal 18

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan  pada saat
terjadinya penyelenggaraan reklame.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 19

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah
tempat reklame tersebut diselenggarakan.

Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang
terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha
penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima
Pajak Air Tanah
Pasal 20

Objek PAT yaitu Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air
Tanah.

Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;

b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;

d. peternakan rakyat; dan

e. keperluan keagamaan.

Pasal 21

Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.
Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Pasal 22

Dasar Pengenaan PAT yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku
dengan bobot air tanah.

Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya
pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan
Gubernur.

(5) Bobot . . .
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(5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan
atas faktor berikut:

a. jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau dimanfaatkan;

kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(6) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan
oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

® oo o

Pasal 23
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 24

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 26

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah
tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 27
Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 28

(1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB merupakan orang pribadi atau
Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan
Bermotor.

(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan orang pribadi atau
Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan
Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 29 . ..
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Pasal 29

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 30

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam
persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 31

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya
PKB.

Pasal 33

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah
Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh
Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 34
Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 35

(1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan orang
pribadi atau Badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan orang
pribadi atau Badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor.

(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan
Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 36
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 37

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam
persen) dihitung dari besaran pajak terutang.
Pasal 38 . ..
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Pasal 38

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dengan tarif Opsen BBNKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

Pasal 40

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah
wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(1)

(2)

Bagian Kedelapan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan
Pasal 41

Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pemindahan hak karena:

a.

1.

ok b

o N

10.
11.
12.
13.

jual beli;

tukar-menukar;

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lain;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

penggabungan usaha;

peleburan usaha;

pemekaran usaha; atau

hadiah; dan

pemberian hak baru karena:

1.
2.

kelanjutan pelepasan hak; atau
di luar pelepasan hak.

(3) Hak . . .
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(4)
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Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

"o o0 T

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna Bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan Rumah Susun; dan
hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:

a.

g.

h.

untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah,
Penyelenggara Negara dan Lembaga Negara lainnya
yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang
Milik Daerah;

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

untuk Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur
dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
untuk  perwakilan  diplomatik dan = konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak
atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak
adanya perubahan nama;

oleh orang pribadi atau Badan karena wakatf;

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah; dan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(6) Kriteria . . .
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(1)
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Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 42

Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 43

Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek

Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,

penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah

daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak

Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,

dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang

digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah

Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena

pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya . . .
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(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di
wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk
suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 44

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 45

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek
pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (5), atau ayat (6), dengan Tarif BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa
oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya
ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah
sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada. ..
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pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar
pelepasan hak; atau

pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau
Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual
beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka
saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat
ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 47

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah
daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

(1)

(2)

(3)

Pasal 48

Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai
kewenangannya wajib:

a.

meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual
beli dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan
kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a.

denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
wajib:

a.

b.

meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani risalah lelang; dan
melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala . . .
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(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaporan bagi
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan
pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan
hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan
merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan Surat
Keterangan Bukan Objek BPHTB.

Bagian Kesembilan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 51

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau
konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

makanan dan/atau minuman;
tenaga listrik;

jasa perhotelan;

jasa parkir; dan

jasa kesenian dan hiburan.

RS

Pasal 52

(1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau
minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a
meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan
oleh:

a. restoran . ..
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a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan
penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja,
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan
setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta
penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh
pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana
proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan;
dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa
peralatan dan petugasnya.

Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau

minuman dengan ketentuan:

a. peredaran usaha tidak melebihi omzet Rp5.000.000
(lima juta rupiah) per bulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang
tidak hanya menjual makanan dan/atau minuman;

c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman;
atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan
usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa
menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 53

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh
pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Negara
lainnya;

b. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti
jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang
sejenis;

c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait; dan

d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atas
bantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 54 . ..
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Pasal 54

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51

huruf ¢ meliputi:

a. jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas
penunjangnya; dan

b. penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia
Jasa Perhotelan.

Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya

dan penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan huruf b meliputi:

hotel;

hostel,

vila;

pondok wisata;

motel;

losmen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan/guesthouse/bungalo/ cottage;

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;

dan

k. glamping.

Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. jasatempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya

T Ep@ e a0 op

yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau
kegiatan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 55
Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf
d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau

b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa . ..
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b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
perkantoran yang hanya  digunakan  untuk
karyawannya sendiri;

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh
kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing
dengan asas timbal balik.

d. jasa tempat parkir di kompleks perumahan yang
digunakan oleh warga kompleks tersebut; dan

e. jasa tempat parkir di halaman rumah ibadah
dan/atau instansi pendidikan.

Pasal 56

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual
lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu
lokasi tertentu;
pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
kontes kecantikan;
kontes binaraga,;
pameran;
pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
permainan ketangkasan,;
olahraga permainan dengan menggunakan
tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan
untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang;

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi

uap/spa.

(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian
dan Hiburan untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut

bayaran;

b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut

bayaran; dan/atau

c. pesta rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

= i N N 2

p—

Pasal 57 . ..
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Pasal 57

Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa
Tertentu.

Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang
melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi
Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 58

Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh

konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia
makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas
makanan dan/atau minuman;

b. nilaijual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh
penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis

yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar

pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata
uang lainnya tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku

di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat

kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah

Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif

parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 59

Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 58 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:

a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan
pembayaran; dan

b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai . . .
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Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga
Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung
berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan
dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat

(1) huruf b, dihitung berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3),

penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan

penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik
untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau
diserahkan.

Pasal 60

Tarif PBJT yang meliputi:

a. makanan dan/atau minuman;

b. tenaga listrik;

c. jasa perhotelan; dan

d. jasa parkir.

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif jasa kesenian dan hiburan ditetapkan dengan

ketentuan:

a. tontonan film:
pertunjukan film/bioskop atau bentuk tontonan
audio visual lainnya yang dipertontonkan secara
langsung di suatu lokasi tertentu sebesar 10%
(sepuluh persen) dari harga tiket masuk.

b. pergelaran . . .
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pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana:

1. pergelaran kesenian, musik, tari dan/atau
busana modern sebesar 10% (sepuluh persen)
dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang
yang seharusnya diterima; dan

2. pergelaran kesenian, musik dan tari tradisional
sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk
dan/atau jumlah wuang yang seharusnya
diterima.

kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yaitu

kontes kecantikan, peragaan busana, auto kontes,

dan kontes bina raga sebesar 10% (sepuluh persen)
dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang
seharusnya diterima;

pameran sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga

tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya

diterima;

sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh

persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang

yang seharusnya diterima,;

permainan billiard, futsal, mini soccer, badminton,

tenis, basket, bowling, seluncur es dan sejenisnya

sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk
dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan:

1. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan
permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah
uang yang seharusnya diterima;

2. ketangkasan anak sebesar 10% (sepuluh persen)
dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang
yang seharusnya diterima; dan

3. wahana permainan sebesar 10% (sepuluh
persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah
uang yang seharusnya diterima.

pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen)

dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang

seharusnya diterima;

i. penyelenggaraan . . .
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penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian
seperti tempat wisata, taman rekreasi, rekreasi
keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam
renang, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya
sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk
dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
dan

refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (fitness
center) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket
masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya
diterima.

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik,
karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan
sebagai berikut:

a.

kelab malam, bar dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah uang pembayaran
dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima,;
pub/rumah minum, diskotik dan sejenisnya sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang
pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya
diterima;

karaoke eksekutif sebesar 40% (empat puluh persen)
dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang
yang seharusnya diterima;

karaoke keluarga sebesar 40% (empat puluh persen)
dari jumlah uang pembayaran dan/ atau jumlah uang
yang seharusnya diterima; dan

panti pijat, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat
puluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau
jumlah uang yang seharusnya diterima.

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a.

konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri,
ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 61 . ..
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Pasal 61

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 58 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60.

Pasal 62

Saat terutang PBJT ditetapkan pada:

a. pembayaran atau penyerahan atas makanan/minuman
untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;

b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk
PBJT atas Tenaga Listrik;

c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk
PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan
tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan
Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 63

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang di wilayah tempat
penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa
Tertentu dilakukan.

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 64

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan
dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan
Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan
negara bukan pajak.

Pasal 65

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 66 . . .
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Pasal 66

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan
nilai jual Sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga
pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di
Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 67

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen).

Pasal 68

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat
terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang
Burung Walet.

Pasal 70

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
yaitu wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas Penggunaan Hasil
Penerimaan Pajak untuk kegiatan
yang telah ditentukan Pasal 71

Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil . . .
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Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2,
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
penyediaan penerangan jalan umum.

Kegiatan penyediaan penerangan  jalan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan
dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum
serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik
untuk penerangan jalan umum.

Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10%
(sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas
dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas
pada:

a. penanaman pohon,;

b. pembuatan lubang atau sumur resapan,;

c. pelestarian hutan; dan

d. pengelolaan limbah.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan
pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah
Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau
melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil
penerimaan Pajak tersebut.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 72

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa
dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau
Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan . . .
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(3) Dikecualikan Retribusi dari objek dari setiap Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan Jasa
dan/atau Perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan pihak swasta.

(4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan barang, jasa,
dan/atau perizinan.

(5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 73

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 75

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung
besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 76

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)

huruf a yang dipungut retribusi meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan,;

c. pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;

d. pelayanan pasar; dan

e. pelayanan pengendalian Lalu Lintas.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud huruf c dan

huruf d dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Kota

Makassar.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang

tidak dipungut retribusi adalah Retribusi Pengendalian

Lalu Lintas.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam

Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan

Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri

yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan

Wali Kota ditetapkan.

Pasal 78 . ..



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 43 -

Pasal 78

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
pelayanan Jasa Umum.

Pasal 79

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) huruf a yaitu: Pelayanan Kesehatan di Puskesmas,
Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, Balai Pengobatan,
Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan
lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai tingkatan pelayanan dengan
memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur
berdasarkan struktur dan satuan tarif Pelayanan Kesehatan
dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 80

Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau BLUD
meliputi:

pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke
lokasi pembuangan sementara;

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah
atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

penyediaan lokasi pembuangan dan/atau pengolahan atau
pemusnahan akhir sampabh;

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan
industri.

(2) Dikecualikan . . .
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Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan
umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum
lainnya.

Penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tingkatan
pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan
sesuai dengan  ketentuan = peraturan = perundang-
undangan.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur
berdasarkan kategori, struktur tarif dan jenis pelayanan
kebersihan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan
Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis
layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu
layanan; dan

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis
layanan, kategori, frekuensi layanan, volume
dan/atau limbah kakus/limbah cair.

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum  ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang Dbersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian
atas pelayanan tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya
modal.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai BLUD.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

(1)

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang

merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil

Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya

dalam lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan

atau villa;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

pelayanan jasa kepelabuhanan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan di air;

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;

dan

o 0

5@t o

[y

j- pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis . . .
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Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, dan huruf d, tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud huruf c dikelola

oleh Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar.

Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan jasa/pelayanan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk

pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh

BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam

Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan

Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, Menteri

yang membidani urusan Pemerintahan dalam Negeri dan

DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan

Wali Kota ditetapkan.

Pasal 85

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
Jasa Usaha.

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
Pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 86 . . .
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Pasal 86

Objek Penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk
fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b
merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara
khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan
serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat
pelelangan.

Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa
oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan
sebagai Tempat Pelelangan.

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan
Ikan diukur berdasarkan jasa fasilitasi, sewa dan jasa
penyediaan kebutuhan nelayan dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat
Pelelangan Ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Pelayanan = Rumah  Pemotongan Hewan  Ternak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e
merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan
hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Rumah Pemotongan
Hewan Ternak diukur berdasarkan jasa pemeriksaan
kesehatan/daging, pemakaian kandang /rumah potong,
dan pemakaian ruang pelayuan/ lapak serta jasa
pemakaian insenerator dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Rumah Pemotongan
Hewan Ternak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 88 . ..
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Pasal 88

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan
kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan
diukur berdasarkan jasa pelayanan kapal dan jasa
pelayanan kepelabuhanan penyeberangan dalam lampiran
Peraturan Daerah ini.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Pelayanan
Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Pelayanan Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan
tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Tempat Olahraga
diukur berdasarkan sewa tempat lapangan dan waktu
dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Olahraga
ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 90

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan
menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan
penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penyeberangan Orang
atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air
diukur berdasarkan tarif masuk dalam lampiran Peraturan
Daerah ini.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Pelayanan
Penyeberangan  Orang atau Barang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 91 . ..
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Pasal 91

Objek Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i
merupakan Penjualan Hasil Produksi Kulit dan Penjualan
Benih Ikan.

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Penjualan Hasil
Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan
jenis kulit dan jenis ikan dalam lampiran Peraturan Daerah
ini.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Hasil
Produksi Kulit dan Penjualan Benih Ikan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Daerah ini.

Pasal 92

Objek Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan
Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik
Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum, meliputi:

a. rumah/gedung;

b. gedung pertemuan;

c. rumah susun;

d. pemakaian alat penyemakan kulit;

e. penyewaan pelataran pantai losari;

f.  tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah
Daerah untuk pemasangan reklame;

g. bangunan reklame; dan

h. sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan dan selain tanah dan bangunan dan/atau

ruang di bawah tanah dan di atas permukaan tanah.
Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Pemanfaatan Aset
Daerah yang diukur berdasarkan Pelayanan Objek
Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan dalam lampiran Peraturan

Daerah ini.
(3) Tata . ..
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Tata cara perhitungan tarif pokok sewa pemanfaatan tanah
dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dan
ruang dibawah tanah dan di atas permukaan tanah, tata cara
perhitungan tarif pokok sewa pemanfaatan prasarana
bangunan serta struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan
Objek Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan SKRD
baik berbentuk dokumen tercetak maupun elektronik dapat
berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan
surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau
perizinan elektronik.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara
penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk
pemanfaatan barang milik daerah berupa:
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;
c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan infrastruktur
Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan
pemanfaatan barang milik daerah.
Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak Dbertentangan dengan peraturan perundang

undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
barang milik daerah.

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat . . .
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Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan:

a. penyediaan Tempat  Pelelangan lkan  diukur
berdasarkan luas Tempat Pelelangan, frekuensi
layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas
Tempat Pelelangan;

b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur
berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan,
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas Rumah Potong Hewan;

c. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan
frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas
kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume
penggunaan layanan;

d. pelayanan tempat olahraga diukur berdasarkan jenis
fasilitas, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat olahraga;

e. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan
frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas
kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume
penggunaan layanan;

f. pelayanan Penyeberangan di Air diukur berdasarkan
frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas Penyeberangan di Air;

g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan
jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis
layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 94

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan Jasa Usaha dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai BLUD.

Pasal 95 . ..



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-52 -

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek
Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. PBG;

b. penggunaan tenaga kerja asing (PTKA).

Pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang
pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pemberian Perizinan Tertentu.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang
pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 98

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (1) huruf a meliputi pelayanan pemberian izin PBG
dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelayanan pemberian izin PBG dan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan
konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG,
serta pencetakan plakat SLF.

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin
PBG milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan
yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

(4) Pelayanan . . .
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Pelayanan Pemberian Izin PBG dan SLF sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru,;

b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum
memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk:

perubahan fungsi bangunan gedung;

perubahan lapis bangunan gedung;

perubahan luas bangunan gedung;

perubahan tampak bangunan gedung;

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada

bangunan gedung yang mempengaruhi aspek

keselamatan dan/atau kesehatan.

d. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan
sedang atau berat;

e. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung
cagar budaya; atau

f. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan
cagar budaya.

PBG  perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan

pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 99

e

Besarnya pelayanan pemberian izin Retribusi PBG yang
terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan
retribusi PBG.
Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan
rumus yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan
layanan.
Harga satuan Retribusi pelayanan pemberian izin PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk

bangunan gedung; atau
b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

untuk prasarana bangunan gedung.
Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. bangunan gedung; dan
b. prasarana bangunan gedung.
Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri
atas:
a. luas total lantai;
b. indeks terintegrasi; dan
c. indeks bangunan gedung terbangun.

(6) Rumus . . .
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Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri

atas:

a. volume; dan

b. indeks prasarana bangunan gedung dan indeks
bangunan gedung terbangun.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pemberian

Izin PBG dan SLF ditetapkan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b
merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga
kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan
tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan
negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga
keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Pasal 101

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan ditetapkan
USD100 (seratus dollar Amerika) setiap 1 (satu) orang
tenaga kerja asing per jabatan per bulan.

Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan atas tarif jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Bidang Ketenagakerjaan.

Pembayaran Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan setelah
ditetapkannya SKRD dan dibayarkan di muka sebelum
Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing diterbitkan.

Dalam melaksanakan Pemungutan, Surat Pemberitahuan
Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah yang
diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga
Kerja Asing, dapat dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 102 . ..
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Pasal 102

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan
Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang
bersangkutan.

Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan

Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan ketentuan:

a. pelayanan pemberian izin PBG diukur berdasarkan
formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan
penyediaan layanan; dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur
berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau
jangka waktu layanan.

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

terdiri atas:

a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
2. indeks terintegrasi; dan
3. indeks bangunan gedung terbangun.

b. formula untuk prasarana bangunan gedung,

meliputi:

1. volume;

2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 103

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Penerbitan Dokumen Izin,
Pengawasan, Penegakan Hukum, Penatausahaan,
dan/atau Biaya Dampak Negatif dari Pemberian Izin
tersebut.

Khusus Pelayanan Pemberian Izin PBG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), biaya penyelenggaraan
layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang Bangunan Gedung.

(4) Khusus . . .
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Khusus untuk Pelayanan Pengesahan  Rencana
Penggunaan Tenaga Kerja  Asing Perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), biaya
penyelenggaraan pemberian izin berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan
Tenaga Kerja Asing.

Pasal 104

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan Tarif
Retribusi.
Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk
menghitung besaran Retribusi yang terutang.
Dalam hal Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah,
pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan
dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
keuangan untuk kepentingan perpajakan.
Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (1) huruf a khusus layanan pemberian izin
PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel
HSBGN/SHST dan indeks lokalitas sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (1) huruf b khusus layanan PTKA
berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi Hasil
Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat
(5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam . . .
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Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 105

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan
yang bersangkutan.

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut
dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
mengenai BLUD.

Ketentuan  lebih lanjut mengenai pemanfaatan
penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 106

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali
Kota antara lain adalah SKPD dan SPPT.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan
jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri antara lain
adalah SPTPD.

Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan
oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk
dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu
langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan
pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan
elektronik.

Pasal 107 . ..
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Pasal 107
Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi
SPTPD.
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajak.
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditetapkan dengan SPTPD dengan STPD
dalam satuan rupiah setiap SPTPD.
Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD per
bulan.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami
keadaan kahar (force majeure).
Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) meliputi :
bencana alam;
kebakaran;
kerusuhan massal atau huru-hara;
wabah penyakit;
pailit; dan/atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

;o o0 T

Pasal 108

Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Pengaturan mengenai:

a. pendaftaran dan pendataan;

b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;

c. pembayaran dan penyetoran;

d. pelaporan;

€e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan
ketetapan;

f.  pemeriksaan Pajak;

g. penagihan . . .
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g. penagihan Pajak dan Retribusi;

h. keberatan;

i gugatan;

j penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali
Kota; dan

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara
pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan

melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi

dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V Pemungutan
Retribusi oleh Pihak
Ketiga

Pasal 109

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau
penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan
retribusi.

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan, dan Pemeriksaan.

Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.

Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening
kas umum daerah secara bruto.

Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI . ..
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BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi
Bagi Pelaku Usaha

Pasal 110

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi,
Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau

penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi,
dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota

berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak
terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau
penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang Dbertujuan untuk
menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan

kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan . . .
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a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh
Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak
dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian
Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang
bersangkutan ; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau

Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan

sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam
peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro,
kecil, menegah, dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menegah
daerah.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek

strategis nasional.

Pasal 111

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
dan diberitahukan kepada DPRD.

Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota
dalam memberikan insentif fiskal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Pasal 112

Dalam hal Pemberian insentif fiskal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi,
apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi
untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan
bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang
mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan
faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan
ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan,

dan Pembebasan

Pasal 113

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau
Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek
Retribusi.

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan
membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat
terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek
Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang
terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara,
dan/atau kerusuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata
cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan,
dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau
sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga . . .



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

WALI KO’[:A MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
- 63 -

Bagian Ketiga Kemudahan
Perpajakan Daerah Pasal 114

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan

Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau
pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan
kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pajak pada waktunya.
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam
Keputusan Wali Kota.
Pemberian  fasilitas angsuran atau  penundaan
Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak
mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada
waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali
Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam Keputusan Wali Kota.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan

Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak

dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak
dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan
yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan . . .
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Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan
huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua
puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6
(nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) meliputi:

bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/atau

keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara
pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

e o TP

BAB VII
OPSEN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 115

Opsen dikenakan atas pokok pajak terutang dari:

a. PKB; dan

b. BBNKB.

Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama,
nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik
Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.

Besaran Pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dan dalam Pasal 39.

Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB,
dan BBNKB.

BAB VIII . ..
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BAB VIII

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN

PAJAK DAN PEMANFAATAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 116

Dalam wupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak,
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama
optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

c. pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau
informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang
perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang
perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur
atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak
ketiga; dan

g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling
menguntungkan.

Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf

b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf e, dan/atau huruf

g.

Kerja Sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan

pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g.

Pasal 117 . ..
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Pasal 117

Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak
yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayat (1);dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2)

dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau

dokumen lain yang disepakati para pihak.

Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja

sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.

Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan,;

penyelesaian perselisihan;

sanksi;

korespondensi; dan

perubahan.

TrE@R S a0 TP

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik

(1)

(2)

dalam Pemungutan Pajak.

Pasal 118

Dalam  rangka  optimalisasi Pemungutan  Pajak,
Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau
informasi kepada pelaku wusaha penyedia sarana
komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi
perdagangan.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan
dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan
memiliki peredaran usaha.

BAB IX. . .



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)
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BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB
PAJAK

Pasal 119

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota
untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai
saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk memberikan keterangan
kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan
dalam bidang Keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang
memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam
perkara pidana atau perdata, atas permintaan  hakim
sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara
perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat,

keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

BAB X . ..



(1)

(2)

(3)
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BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 120

Selain penyidik Polri, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan  ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan
retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi
daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah dan retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah;

g. menyuruh . . .



(4)

(1)

(2)
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi
daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j-  menghentikan Penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya Penyidikan dan

menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN
PIDANA

Pasal 121

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda
sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda
sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah.

Pasal 122 . ..
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Pasal 122

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat
dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir
atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang
bersangkutan berakhir.

Pasal 123

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) diancam
dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan
Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 124

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), diancam
dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pasal 123 dan
Pasal 124 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN
LAIN-LAIN Pasal 126

(1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
a. opsen PKB;
b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
c. PAT.
dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah
ditentukan penggunaannya.

(2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota
dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang
mengatur mengenai besaran persentase tertentu dan
kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase tertentu dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai
dasar penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 127 . ..
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Pasal 127

Perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak
dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN
PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak dan
Retribusi yang masih terutang sebelum peraturan daerah
ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat
terutang.

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai
berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan perjanjian
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian
Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan
Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, hanya
dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara
yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas
dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XIV KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 129

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 131 ...
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Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a.

Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9
Tahun 2009);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011);
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Makassar Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132 . ..
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Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 5 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 5 Januari 2024

PIh.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

ANDI MUHAMMAD YASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B. HK.01.01.24

inan Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagi an Hukum
t Daerah Kota Makassar

Muh- Izbar Kurniawan



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO JENIS RETRIBUSI | TARIF | KET
PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN
DI PUSKESMAS
1. Pelayanan Tindakan medik khusus
a. kumbah lambung Rp50.000
b. ekstraksi kuku Rp50.000
c. spooling telinga Rp25.000
d. alveolectomi/region Rp50.000
e. fraktur gigi/komplikasi Rp50.000
f. ekstirpasi tumor kecil Rp50.000
g. fisioterapi Rp50.000
h. sirkum sisi normal Rp250.000
2. Pelayanan lanjutan Kesehatan ibu dan
anak (KIA) dan pelayanan lanjutan
keluarga berencana (KB)
a. pap smear Rp350.000
b. manual plasenta untuk rawat inap Rp100.000
c. ekstraksi implant Rp100.000
3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium
tingkat lanjutan)
a. pemeriksaan fungsi hati/item
(bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT, Rp30.000
SOPT, total protein dan globulin)
b. ik test fi i ginjal/it
pemeriksaan test fungsi ginja /item Rp30.000
(ureum creatinine)
c. pemeriksaan kolestrol, trigserida, Rp50.000

HDLLDL, Per item

d. pemeriksaan
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d. pemer%ksaan gula darah ( 1 kali Rp50.000
pemeriksaan)

e. pemeriksaan urin narkoba/item Rp50.000
f. rapid test HIV Rp150.000
g. testanti HIV Rp150.000
h. pemeriksaan (Hbs-Ag) Rp50.000
i. pemeriksaan anti (Hbs-Ag) Rp50.000
j- pemeriksaan asam urat Rp50.000

4. Pelayanan konsultasi dokter spesialis Rp50.000

PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS

1. pemeriksa.an dokter, pengoba.tan, dan Rp25.000
Konsultasi Kesehatan (rawat jalan)

2. Pelayanan laboratorium
a. pemeriksaan darah rutin peritem Rp10.000
b. pemeriksaan urine rutin peritem Rp10.000
c. pemeriksaan tinja Rp25.000
d. pemeriksaan sputum Rp25.000
e. pemeriksaan malaria/DDR Rp50.000
f. pemeriksaan widal Rp50.000
g. pemeriksaan golongan darah Rp25.000
h. pemeriksaan tes kehamilan Rp50.000
i. tindakan medik dasar

1. tindakan medik dasar
a) jahit luka:
1) 1-5 jahitan Rp50.000
2) 6-10 jahitan Rp75.000

3) Lebih . . .
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3) Lebih dari 10 jahitan Rp100.000
b) ganti Verband Rp15.000
c) cros Insisi Rp25.000
d) Insisi Abses Rp50.000
e) ekstraksi Corpus Alienum Rp50.000
f) perawatan
1) luka ringan Rp25.000
2) luka sedang Rp25.000
3) luka berat Rp50.000
g) (E;spt;sitasi Kardio Pulmoner Rp25.000
h) pasang Infus Rp25.000
1) pasang Keteter RpS50.000
tindakan medik gigi mulut dasar
a) pencabutan gigi dewasa Rp25.000
b) pencabutan gigi anak-anak Rp25.000
c) tumpatan tetap Rp50.000
d) tumpatan sementara Rp25.000
e) insisi abses Rp25.000
f) rpne;'rrllllalearlsihan karang gigi Rp100.000
3. Pelay dasar kesehatan ibu dan
anak dan keluarga
a. pelayanan ibu hamil (antenatal cd Rp25.000
b. pelayanan PNC ( Post Natal Care)] Rp25.000
c. pelayanan imunisasi Rp25.000

d. pelayanan keluarga berencana

1. suntik . ..




1. suntik Rp25.000
2. pil
e. perawatan Tali Pusat Rp25.000
f. perawatan Payudara Rp25.000
. fisioterapi Per Item Rp25.000
. tindik telinga Rp25.000
. ekterpasi tumor kecil Rp20.000
. Pelayanan Rawat Inap
Umum /Persalinan:
a. rawat inap umum; Rp150.000
b. rawat inap persalinan; Rp150.000
c. tindakan persalinan (partus) Rp750.000

NO. JENIS PELAYANAN . ..



II

TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KLINIK SPESIALIS

NO JENIS PELAYANAN TARIF
A. TARIF PELAYANAN MEDIS

I TARIF PEMERIKSAAN, VISITE DAN KONSULTASI

[.1 | RAWAT JALAN KLINIK REGULER
a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum / Dokter Gigi Rp80,000
b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis | Rp110,000
c. Pemeriksaan oleh Dokter Subspesialis Rp130,000
d. Konsultasi Dokter Spesialis ke Dokter Spesialis lain Rp60,000
e. Konsultasi Dokter Spesialis ke Dokter Sub Spesialis Rp&80,000

[.2 | RAWAT JALAN KLINIK EKSEKUTIF
a. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis | Rp220,000
b. Pemeriksaan oleh Dokter Subspesialis Rp260,000

[.3 | GAWAT DARURAT
a. Pemeriksaan Dokter IGD / Dokter Umum Rp80,000
b. Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Spesialis Onsite Rp110,000
c. Konsultasi Dokter Spesialis via telp Rp30,000
d. Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Subspesialis Onsite Rp130,000
e. Konsultasi Dokter Subspesialis via telp Rp30,000
f. Rujukan dengan Perawat (per jam) Rp100,000
g. Rujukan dengan Dokter Umum (per jam) Rp150,000
h. joukan dengan Dokter Spesialis / Dokter Subspesialis Rp300,000
(per jam)
i. Rawat Observasi Kegawatdaruratan > 8 Jam Rp300,000
j- Rawat Observasi Kegawatdaruratan < 8 Jam Rp260,000

[.4 | RAWAT INAP
a. Visite Dokter Spesialis (Ranap / HCU / ICU / CVCU
NICU / PICU) i (Ranap / /e / Rp110,000
b. Visite Dokter Subspesialis (Rana HCU / ICU / CVCU
NICU / PICU) i (kanap / / / /" | Rp130,000
c. Visite Dokter Umum (Dokter ruangan) Rp50,000
d. Konsultasi Dokter Spesialis / Dokter Subspesialis via telp | Rp30,000
e. Konsultasi / Konseling Gizi Rawat Inap Anak (Ahli Gizi) Rp40,000
f. Konsultasi / Konseling Gizi Rawat Inap Dewasa (Ahli Gizi) | Rp35,000

II.I | KLINIK ANAK TARIF
1 | Analisis Status Alergi Rp140,000
2 | Assesment ADHD Rp80,000
3 | Assesment Analysis Behavior Rp80,000
4 | Assesment Autisme CARS Rp100,000
S | Assesment Corners Rp80,000
6 | Assesment Diet DM asupan Oral Rp70,000

7. Assesment DSM . . .
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7 | Assesment DSM IV untuk Autisme Rp110,000
8 | Assesment DSM IV untuk GPPH Rp150,000
9 | Assesment Edukasi Pengaturan Diet Dengan Dosis Insulin Rp95,000
10 | Assesment Evaluasi Autis-CHAT Rp160,000
11 | Assesment Evaluasi Hiperaktivitas GPPH Rp160,000
12 | Assesment Meningeal Sign Rp80,000
13 | Assesment Nervus Cranialis (Saraf Anak) Rp8&80,000
14 | Assesment Parental Education Rp110,000
15 | Assesment Perawakan Pendek Rp110,000
16 | Assesment Perkembangan kognitif CAT-CLAMPS Rp110,000
17 | Assesment Perkembangan Umum Rp180,000
18 | Assesment Pertumbuhan Rp180,000
19 | Assesment Reflex Fisiologis Rp80,000
20 | Assesment Reflex Patologis Rp80,000
21 | Assesment Sensibilitas Rp80,000
22 | Assesment Sistem Saraf Otonom Rp80,000
23 | Assesment Skiring masalah mental emosional Rp150,000
24 | Asuhan Nutrisi Pediatric Rp105,000
25 | Bilas Lambung Rp105,000
26 | Echocardiography Anak Rp1,420,000
27 | Edema Test Rp40,000
28 | Edukasi Keluarga Rp50,000
29 | Edukasi Kemotherapi Rp40,000
30 | EEG - Anak Rp785,000
31 | EKG/Elektrokardiografi Rp250,000
32 | EMG - Anak Rp1,620,000
33 | Function Evaluation Rp45,000
34 | Imunisasi / Vaksinasi Rp40,000
35 | Injeksi (Suntik) Rp40,000
Injeksi Gonadotropin Releasing Hormone Analog (GnRH

36 ArJlalog/ Leuprorelill?l Asetat) ® 8 Rp40,000
37 | Injeksi HCG Test Rp40,000
38 | Injeksi Hormon Testosteron (Sustanon) Rp200,000
39 | Managemen Laktasi Rp60,000
40 | Mantoux Test Rp300,000
41 | Manual Test Kekuatan Otot Rp40,000
42 | Manual Test Tonus Otot Rp40,000
43 | Nebulizer Rp180,000
44 | Neurodevelopment Test Rp50,000
45 | Pain Management Rp30,000
46 | Pasang Kateter Rp155,000
47 | Pasang Infus Anak Rp145,000
48 | Pelepasan Synechia Vaginalis Rp255,000
49 | Pemasangan NGT Anak Rp155,000

50. Perawatan . . .




S50 | Perawatan Tali Pusat Rp30,000
51 | Screening & Tatalaksana Gizi Anak Rp55,000
52 | Spirometri Rp135,000
53 | Terapi Diet Alergi Rp45,000
54 | Terapi Diet Sindroma Nefrotik & Gnaps Rp25,000
55 | Pemberian Imunosupresif Cyclophosphamide Plus Rp255,000
56 glelir;berian corticosteroid dosis tinggi methylprednisolone Rp295,000
57 | Bladder training Rp100,000
58 | Ascites Test Rp103,000
59 | Penentuan GFR Rp35,000
60 | Menghitung kebutuhan dan balance cairan Rp25,000
61 | Buka WSD Rp145,000
62 | Induksi Sputum Rp160,000
63 | Injeksi Insulin Rp40,000
64 | Skrining Hipotiroid Kongenital & Skrining HAK Rp40,000
65 | Uji Stimulasi GH Rp390,000
66 | Injeksi Zoledronic Acid (ZOMETA) Rp1,900,000
Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan Kuesioner

67 PraSkrining Perkembangan (KPSP) © © Rp70,000
68 | Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan ELM-S Rp65,000
69 | Assessment Evaluasi M-CHAT R/F Rp65,000
70 | Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan ACRS Rp65,000
71 | Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan SDQ Rp65,000
72 | Prosedur Pemeriksaan HEEADSSS Rp65,000
73 | Terapi Perilaku Anak Rp60,000
74 | Prosedur Intervensi Pijat Bayi Cukup Bulan Rp85,000
75 | ADL (Activity of Daily Living) Rp35,000
76 | Assesment Nervus Cranialis (Tumbuh Kembang Anak) Rp35,000
77 | Assesment Skrining Masalah Mental Emisonal Rp80,000
78 | Assesment PSC-17 Rp80,000
79 | Assesment SINDA Rp70,000
80 | Assesment NBO Rp70,000
81 | Assesment DSM V untuk Autisme Rp80,000
82 | Assesment DSM V untuk GPPH Rp8&80,000
83 | Assesment Postur Rp35,000
84 | Injeksi Eritropoietin Rp3,250,000
85 | Injeksi Steroid (Methyl Prednisolone Injeksi) Rp260,000
86 | Injeksi Vitamin K Rp40,000
87 | Evaluasi NGT Rp50,000
88 | Businasi Rp200,000
89 | Koreksi Hyponatremia Rp150,000
90 | Koreksi Hypernatremia Rp150,000
91 | Koreksi Hypoalbuminemia Rp150,000

92. Rectal . . .




92 | Rectal Toucher Rp115,000
93 | Analisa Cairan Serum-Ascites Albumin Gradient (SAAG) Rp20,000
94 | Neurofeedback Anak ( EEG biofeedback therapy) Rp2,065,000
95 | Koreksi Hipokalemia Rp150,000
96 | Screening Kognitif Rp50,000
97 | Screening Cerebral Palsy (Hine Score) Rp50,000
98 | Skin Prick Test Rp300,000
99 | HDM Immunotherapy Rp70,000
100 | Oral Immunotherapy Rp70,000
101 | pGALs Rp120,000
102 | Punksi Suprapubik Rp145,000
103 | Punksi Ascites Rp300,000
104 | Pergantian Cairan CAPD Rp440,000
105 | Pemberian Preparat Besi Intravena Rp40,000
106 | Nasopharyngeal swab (bacterial smear) Rp30,000
107 | Desensitization Rp40,000
108 | Microscopic examination of blood Rp55,000
109 | Punksi Pleura Tanpa USG Rp225,000
110 | Kemoterapi Intravena Rp250,000
111 | Intratekal Rp100,000
112 | Transfusi Trombosit Rp115,000
113 | Transfusi Packed Red Cell Rp115,000
114 | Transfusi Faktor Pembekuan Rp115,000
115 | Injeksi antibiotik Rp40,000
116 | Transfusi Komponen Darah (Fresh Frozen Plasma) Rp125,000
117 | Punksi Lumbal Rp308,000
118 | Tatalaksana Penanganan Anafilaksis Rp21,000
119 | Bubble Test Rp205,000
120 | Aspirasi Efusi Pericard Rp110,000
121 | TEE Rp600,000
122 | Pengukuran Antropometri Anak Rp45,000
123 | Pemberian obat via rektal Rp&80,000
124 | Pemberian obat via oral Rp20,000
125 | Injeksi Steroid Intramuskular Rp40,000
- ]
I1.2 | KLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI TARIF
1 | Aff Hecting Rp60,000
2 | Biopsi Cerviks - Pasang Tampon Rp250,000
3 | Biopsi Jaringan Rp150,000
4 | Pasang Kateter Rp155,000
S5 | Edukasi Keluarga Rp50,000
6 | Eksisi Dengan Lokal Anastesi Rp255,000
7 | Ganti Verband Rp100,000
8 | Injeksi Rp40,000

9. Inspekulo . . .



9 | Inspekulo Rp100,000
10 | Kardiotokografi (KTG) Rp250,000
11 | Kolposkopi dan Biopsi Rp510,000
12 | PAP / Vaginal Smear Rp200,000
13 | Pap Smear Rp250,000
14 | Pasang / Cabut IUD Rp260,000
15 | Pasang / Cabut Susut KB Rp310,000
16 | Pasang / Cabut Catheter Rp155,000
17 | Perawatan Luka Perineum Rp100,000
18 | Wound Toilet Kecil Rp75,000

19 | Wound Toilet sedang Rp150,000
20 | Wound Toilet Besar Rp225,000
21 | Rectal / Vaginal Toucher Rp115,000
22 | Tampon Vagina Rp75,000

23 | USG (Ultrasonograpi) Doppler Rp250,000
24 | USG (Ultrasonograpi) Transvaginal Rp300,000
25 | USG Ginekologi Rp250,000
26 | USG Obstetri Rp250,000
27 | Businasi Rp200,000
28 | Pemeriksaan Leopold Rp90,000

29 | USG 4D tanpa film Rp372,000
30 | USG 4D maksimal 3 film Rp420,000
31 | Eksplorasi Vagina Rp140,000
32 | Dapton (Doppler) Rp75,000

33 | Insisi Abses Perineum Rp200,000
34 | Eksterpasi / Biopsi Polip Cerviks Kecil Rp300,000
35 | Pasang / Cabut Pesarium Rp300,000
36 | Pemeriksaan Lakmus Rp57,000

37 | Tindakan Biopsi Rp100,000
38 | Kuldosintesis Rp145,000
39 | Jahit Perineum Tingkat 1 dan 2 Rp250,000
40 | Insisi Abses Rp200,000
41 | Cabut IUD dengan Penyulit Rp340,000
42 | Cabut Susuk dengan Penyulit Rp380,000
43 | Bladder Training Rp100,000
44 | Pemberian Sitostatika Rp100,000
45 | Aff Kateter Rp85,000

46 | Pemberian obat Suppositoria Rp50,000

47 | Konseling Keluarga Berencana Rp&0,000

48 | Spooling Kateter Rp100,000
49 | Pasang / Buka Tampon Vagina Rp75,000

50 | Pemeriksaan Fisis Vaginal Dengan Spekulum Rp100,000
51 | Staging Carsinoma Cerviks Rp250,000
52 | Pasang Laminaria Stift Rp300,000

53. Aff Drain . . .




- 10 -

53 | Aff Drain Rp100,000
54 | Assesment Fungsi Berkemih Rp50,000
]
I1.3 | KLINIK BEDAH UMUM DAN DIGESTIF TARIF
1 | Wound Toilet Kecil Rp75,000
2 | Wound Toilet sedang Rp150,000
3 | Wound Toilet Besar Rp225,000
4 | Jahit Luka Kecil (< 5 Jahitan) Rp85,000
S | Jahit Luka Sedang ( 5 - 10 Jahitan) Rp155,000
6 |Jahit Luka Besar ( 10 - 20 Jahitan) Rp225,000
7 | Jahit Luka Khusus ( > 20 Jahitan) Rp325,000
8 | Aff Hecting Kecil (< 5 Jahitan) Rp30,000
9 | Aff Hecting Sedang (5 s/d 10 Jahitan) Rp45,000
10 | Aff Hecting Besar (11 -20 Jahitan) Rp60,000
11 | Aff Hecting Khusus (>20 Jahitan) Rp75,000
12 | Amputasi Jari Rp875,000
13 | Blast pungsi Rp185,000
14 | Dilatasi Pimosis Rp150,000
15 | Eksisi Clavus Rp280,000
16 | Eksisi Condiloma Acuminata Rp300,000
17 | Eksisi Granuloma Piogenicum Rp280,000
18 | Eksisi Keloid Besar > 5 cm Rp600,000
19 | Eksisi Keloid Kecil < 5 cm Rp300,000
20 | Eksisi Syiringoma Rp260,000
21 | Eksisi Veruca Vulgaris Rp260,000
22 | Eksplorasi Luka Rp570,000
23 | Ekstirpasi Fibroma Rp500,000
24 | Ekstirpasi Ganglion Rp500,000
25 | Ekstirpasi Kista Aterum Rp500,000
26 | Ekstirpasi Lipoma Rp500,000
27 | Ekstraksi Batu Urethra Rp250,000
28 | Ekstraksi Corpus Alineum Rp250,000
29 | Ekstraksi Kuku Rp250,000
31 | Injeksi keloid Rp87,000
32 | Incisi Abses Rp240,000
33 | Injeksi Hemoroid (tidak termasuk obat) Rp270,000
34 | Injeksi Varises (tidak termasuk obat) Rp400,000
35 | Sirkumsisi Rp550,000
36 | Sirkumsisi dengan komplikasi Rp1,050,000
37 | Perawatan luka bakar < 10% Rp100,000
38 | Perawatan luka bakar 10-25% Rp175,000
39 | Perawatan luka bakar > 25% Rp200,000
40 | Rectal Toucher Rp115,000
41 | Businasi Rp200,000

42. Tindakan . . .
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42 | Tindakan Plebotomy Rp450,000
43 | Pasang skin traksi Rp190,000
44 | Nekrotomi kecil Rp100,000
45 | Nekrotomi sedang Rp145,000
46 | Nekrotomi besar Rp200,000
- 000
I1.4 | KLINIK PENYAKIT DALAM TARIF
1 | Pemeriksaan ABI Rp120,000
2 | Pemeriksaan Syaraf Perifer (DM) Rp80,000
3 | Pemeriksaan Kaki DM Rp80,000
4 | Pemeriksaan EKG Rp250,000
S | Pasang CVC Rp950,000
6 | Edukasi Kelompok per Orang Rp50,000
7 | Tindakan Injeksi (Lc, Sc, iv, im) Rp40,000
8 | Pemasangan OGT Rp155,000
9 | Pemasangan NGT Rp155,000
10 | Mantoux Test Rp300,000
11 | Pasang Kateter Rp155,000
12 | Injeksi Intraartikular tanpa Guiding USG (tanpa obat) Rp150,000
13 | Injeksi Intraartikular dengan Guiding USG (tanpa obat) Rp250,000
14 | Kumbah Lambung Rp105,000
15 | Wound Toilet Kecil Rp75,000
16 | Wound Toilet Sedang Rp150,000
17 | Wound Toilet Besar Rp225,000
18 | Punksi Asites dengan USG Rp400,000
19 | Aspirasi Cairan Rp114,000
20 | Punksi Asites tanpa USG Rp150,000
21 | Punksi Pleura dengan USG Rp405,000
22 | Resusitasi Jantung Paru Rp785,000
23 | Pleurodesis Rp650,000
24 | Pasang Chest Tube Rp300,000
25 | Pemasangan WSD Rp960,000
26 | Nebulizer Rp180,000
- ]
I1.5 | KLINIK PENYAKIT JANTUNG TARIF
1 | Buka Jahitan Rp100,000
2 | Carotid Duplex Doppler Rp400,000
3 | Cek GDS Rp20,000
4 | Cek Permanent Pace Maker Rp75,000
S5 | Echocardiography Rp375,000
6 | Echo Portable RpS500,000
7 | Pemeriksaan EKG Rp250,000
8 | Holter Rp500,000
9 | Nebulizer Rp180,000

10. Multi . ..
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10 | Multi - Slici Scanning Rp3,850,000
11 | Rehabilitasi Medik Fase 1l dan Fase III Rp200,000
13 | Scintigraphy TL 120 Rp3,850,000
14 | Stress Treadmill Dobutamin Rp300,000
15 | Strest Echo Dobupamin Rp640,000
16 | Tilt Table Rp1,500,000
17 | Trans Esophageal Echocardiogram (TEE) Rp600,000
18 | Treadment ESMR §p20,000,00
19 | Treadmill Test Rp300,000
20 | Vaskuler Dopler 1 Tangkai Rp360,000
21 | Vaskuler Dopler 2 Tangkai Rp650,000
PELAYANAN CATHLAB
1 | Angiografi Ko roner/ Renal Rp6,840,000
2 | Angiografi Perifer / Vaskuler (Arteriografi) Rp7,030,000
3 | BAS di Cath Lab/ Pemasangan Coil §p13,300,00
4 | Corangiography + TPM Rp7,745,000
5 | Corangiography + Arteriografy/Corangiograp hy + Katerisasi | Rp8,740,000
6 | CRRT (Continous Renal Replacement Therapy) §p24,225,00
7 | CRT/ICD 58133’000’0
8 | Elektro Physiologi Study (EP Study) §p23,750,00
9 | Elektro Physiologi Study (EP Study) + Ablasi Rp42,750,00
~EaEe6-S500-00
Pengan Mimggsinakar PemictupddV O)gRepapaPeubeeinbf |~
10
Sinus Valsava 0
11 | Intra Aortic Baloon Pump (lABP) §p22,230,00
12 | Katerisasi Anak Rp6,175,000
13 | Pasang PD Catheter Rp1,425,000
14 | Pasang WSD Rp960,000
15 | Pemasangan Arterial Line Rp2,790,000
16 | Pemasangan Balon Mitral §p23,250,00
17 | Penggunaan Nitrit Oxide §p13,300,00
18 | Penyadapan Jantung §p 10,480,00
19 Percutaneous Mitral Commissurotomy Transvenous Rp20,900,00
(PTMC)/Baloon Mitral Valvotomy (BMV) 0
20 | Picardial Sintesis (Tapping) Rp3,350,000
21 | Pericardiosintesis/Pilkasi Diafragma gp 19,950,00

22. PPM . ..
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22 | PPM (Permanent Pace Maker) §p27,450,00
23 | PPM Double Chamber 2p55,860,00
24 | PTA + 1 Buah (Sub Clavia. Femoralis. Renalis) §p31,350,00
25 | PTA + 2 Stent §p73’625’00
26 | PTA Carotis Tanpa Stent §p25,650,00
27 | PTCA §p26,615,00
28 | PTCA + 3 Stent (BMS / DES) Xps1,700,00
29 | PTCA + 4 Stent (BMS / DES) op1,200,00
30 PTCA + STENT 1 Stent Rp45,190,00
Biasa + Ballon 0
31 PTCA + STENT 1 Stent Rp58,140,00
Obat Tanpa Ballon 0
39 PTCA + STENT 2 Stent Rp66,970,00
Biasa + Ballon 0
33 PTCA + STENT 2 Stent Rp113,660,0
Obat Tanpa Ballon 00
34 | PTCA + TPM §p20’425’00
35 | Punksi Perikad Rp4,750,000
36 PVR + TVR + Rp71,250,00
Infidibulectomy 0
37 | Radiofrekuensi + PTBV gpSS,OO0,00
38 | Reposisi TPM Rp2,615,000
39 | TPM (Temporary Pace Maker) Rp7,405,000
40 | Tracheostomi Rp2,600,000
I1.6 | KLINIK JIWA TARIF
1 | Terapi Keluarga Rp150,000
2 | Terapi Kelompok Rp100,000
3 | Terapi Individu Rp100,000
4 | Konseling Marital Rp150,000
S5 | Konseling Addiksi Rp100,000
6 | Kognitif Terapi Rp100,000
7 | Support Terapi Rp75,000
8 | Terapi Spiritual Rp75,000
9 | Motivational Interview Rp150,000
10 | Hipnoterapi Rp200,000

11. Restrain . ..
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11 | Restrain Non-Obat Rp100,000
12 | Pemeriksaan Psikologi
a) Tes Kecerdasan Rp75,000
b) Tes Kematangan Anak Rp75,000
) Tes Konsentrasi Rp50,000
d) Tes Kesiapan masuk TK / SD Rp100,000
e) Evaluasi Kepribadian bermasalah Rp125,000
f) Tes Minat dan Bakat Rp125,000
g) Penjurusan studi Rp125,000
h) MMPI Anak dan Remaja Rp250,000
13 | Psikometri
a) SCL-90 (Symptom Check List) Rp60,000
b) BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) Rp60,000
c) .PANSS—EC (Positive and Negative Symptom Scale Rp60,000
Excitement Component)
d) Penilaian Resiko Bunuh Diri Rp60,000
e) PANSS Positive and Negative Symptom Scale) Rp60,000
f) HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) Rp60,000
g) HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) Rp60,000
h) YMRS(Young Mania Rating Scale) Rp60,000
i)  Child Depresion Inventory (CDI) Rp60,000
j) Interpretasi Gambar (Tree-House-Person) Rp60,000
k kala Penilaian perilaku Anak Hiperaktif Indonesia
(S)PPiHaIl)a enilaian perilaku Ana perakt dones Rp60,000
1) Childhood Autism Rating Scale (CARS) Rp60,000
m) Skala Gangguan Perilaku Anak Menentang Rp60,000
n) Skala Tingkah Laku Anak-Remaja Rp60,000
o) Mini Mental State Examination (MMSE) Rp60,000
p) Geriatric Depresission Scale (GDS) Rp60,000
q) Insomnia Rating Scale (IRS) Rp60,000
r) Neupropsychiatry Inventory (NPI) Rp60,000
s) The Minesota MultiphasicPersonality Inventory (MMPI) — Rp250,000
2 (Dewasa)
gnag}é(; i\lﬁirelf;%t: Multiphasic Personality Inventory (MMPI) Rp250,000
u) Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) — III Rp250,000
v) MCMI IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory) Rp250,000
x) MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory) Rp250,000
y) PACI (Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory) Rp250,000
z) Rorschach Rp300,000
14 | Pedagogik
a) Terapi perilaku Rp50,000
b) Remedial Teaching Rp50,000
c) Paket terapi 5 kali / minggu Rp200,000
d) Terapi wicara Rp76,000

e) Quadricep . . .
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e) Quadricep Table Rp40,000
15 | Manajemen Ekstrapiramidal Sindrom (EPS) Rp100,000
16 | Manajemen Gaduh Gelisah Rp150,000
17 | ECT Rp300,000
18 | Terapi Long Acting (Injeksi) Rp100,000
19 | Manajemen Resiko Bunuh diri Rp100,000
20 | Surat Keterangan :
a) Surat keterangan Sehat Jiwa Rp75,000
b) Surat Keterangan Bebas NAPZA Rp75,000
Penilaian Kelayakan Kesehatan Jiw
IC{)aryatfivarfL /i/[ahzsailz’\irae; Sisev&srz (?’galt{eg + l\a/L[MPI) Rp250,000
21 | TMS (paket S kali tindakan) Rp2,000,000
22 | Schizofrenia Ringan (Rawat Inap) Rp4,300,000
23 | Schizofrenia sedang (Rawat Inap) Rp4,700,000
24 | schizofrenia berat (Rawat Inap) Rp7,000,000
25 | Depresi mayor ringan (Rawat Inap) Rp3,900,000
26 | Depresi mayor sedang (Rawat Inap) Rp4,600,000
27 | Depresi mayor berat (Rawat Inap) Rp5,900,000
08 I(:le;r;%guan personaliti dan kontrol impulse ringan (Rawat Rp1,800,000
29 IGnaarll)%guan personaliti dan kontrol impulse sedang (Rawat Rp2,500,000
30 | Gangguan personaliti dan kontrol impulse berat (Rawat Inap) | Rp4,800,000
31 | Gangguna Bipolar Ringan (Rawat Inap) Rp3,200,000
32 | Gangguan bipolar sedang (Rawat Inap) Rp4,200,000
33 | Gangguang bipolar berat (Rawat Inap) Rp5,400,000
34 | Depresi ringan (Rawat Inap) Rp1,800,000
35 | Depresi sedang (Rawat Inap) Rp2,300,000
36 | Depresi berat (Rawat Inap) Rp3,100,000
37 | Neurosa selain depresi ringan (Rawat Inap) Rp2,600,000
38 | Neurosa selain depresi sedang (Rawat Inap) Rp3,700,000
39 | Neurosa selain depresi berat (Rawat Inap) Rp4,700,000
40 %a&lr;%agglﬁlr; Icj)>)rzcgan1k dan keterbelakangan mental ringan Rp5,700,000
41 Gangguan organik dan keterbelakangan mental sedang Rp6,700,000
(Rawat Inap)
49 I(Errlzr;gguan organik dan keterbelakangan mental berat (Rawat Rp8,900,000
I1.7 | KLINIK NEUROLOGI TARIF
1 | Neurologi Dasar Rp100,000
2 | Neurologi Tambahan Rp100,000
3 | Assesment Fungsi Kortika [luhur/mmse/moca inna Rp150,000
4 | Funduscopy Rp80,000
S5 |TMS Rp2,000,000

6. EEG. ..
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6 | EEG Rp695,000

7 | EMG Rp570,000

8 | Stms (Diagnostik) Rp730,000

9 | Injektion intraartikular genu manual Rp400,000

10 | Injektion intraartikular sholder manual Rp400,000

11 | Penggunaan DRY Needling/area Rp350,000

12 | Carpal Tuner syndrome Manual Rp500,000

13 | Tarsal Tunnel Syndrome Manual Rp300,000

14 | Trigger Finger Manual Rp300,000

15 | Tringger Poin Manual Rp500,000

16 | Assesmen Nyeri Rp105,000

17 | Baker’s Cyst manual Rp300,000

18 | Embolisasi Rp13,975,000
19 | Blok Epidural Rp2,500,000
20 | Evoked Potential Rp2,245,000
21 | Fascitis Plantaris Manual Rp300,000

22 | Dupplex Perifer Rp1,120,000
23 | Femoral Entrapment Manual Rp300,000

24 | De Quervain Syndrome Manual Rp500,000
25 | Fluid Collection aspiration Manual Rp2,500,000
26 | Coiling Rp13,975,000
27 | Fungsi Luhur Diagnostik Rp730,000

28 | Fungsi Luhur Terapeutik Rp155,000

29 | Servikal Sympathetik Injection Manual Rp2,500,000
30 | Tendinitis Bicipitalis Manual RpS500,000

31 | Tendinitis Patella Manual Rp300,000

32 | Tennis Elbow Manual Rp500,000

33 | Teres Mayor Manual Rp500,000

34 | Thorakal Interlaminar Injection Manual Rp2,500,000
35 | Tibia Entapment Manual Rp300,000
36 | Thrombektomi Rp11,000,000
37 | Spinal DSA Rp9,315,000
38 | Stent Intracranial Rp7,760,000
39 | Stent Karotis Rp10,860,000
40 | Stent Vertebralis Rp10,860,000
41 | TCD Rp650,000
42 | Cerebral DSA Rp9,300,000
43 | Acromio-Clavicular Joint C ARM Rp2,500,000
44 | Gleno-Humeral C ARM Rp2,500,000
45 | Sacral Trasforaminal injection C ARM Rp4,650,000
46 | Sacroililac Joint Dysfungtion C ARM Rp4,650,000
47 | Servical Facet Joint Injection C ARM Rp4,800,000
48 | Servical Interlaminar Injection C ARM Rp4,800,000
49 | Servikal Median Branch injection C ARM Rp4,800,000

50. Servikal. . .
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50 | Servikal Sympathetik Injection C ARM Rp4,800,000
51 | Supra Scapular C ARM Rp2,500,000
52 | Tendinitis Patella C ARM Rp4,650,000
53 | Thorakal Facet Joint Injection C ARM Rp4,650,000
54 | Thorakal Interlaminar Injection C ARM Rp4,650,000
55 | Thorakal Median Branch Injection C ARM Rp4,650,000
56 | Thorakal Transforminal injection C ARM Rp4,650,000
57 | Acromic-Clavicular Joint USG Rp1,250,000
58 | Carpal Tuner Syndrome USG Rp350,000
59 | De Quervain Syndrome USG Rp350,000
60 | Fascitis Plantaris USG Rp350,000
61 | Femoral Entrapment USG Rp350,000
62 | Fluid Collection aspiration USG Rp350,000
63 | Sacral Epidural Injection USG Rp3,750,000
64 | Sacral Trasforaminal injection USG Rp3,750,000
65 | Sacroililac Joint Dysfungtion USG Rp3,750,000
66 | Servical Facet Joint Injection USG Rp3,850,000
67 | Servical Interlaminar Injection USG Rp3,850,000
68 | Servikal Median Branch injection USG Rp3,850,000
69 | Servikal Sympathetik Injection USG Rp3,850,000
70 | Supra Scapular C ARM Rp2,587,000
71 | Tarsal Tunnel Syndrome Injection USG Rp500,000
72 | Tendinitis Bicipitalis Injection USG Rp500,000
73 | Tendinitis Patella Injection USG Rp500,000
74 | Tennis Elbow Injection USG Rp500,000
75 | Teres Mayor Injection USG Rp500,000
76 | Thorakal Facet Joint Injection USG Rp3,750,000
77 | Thorakal Interlaminar Injection USG Rp3,750,000
78 | Thorakal Median Branch Injection USG Rp3,750,000
79 | Thorakal Transforminal injection USG Rp3,750,000
80 | Tibia Entapment Injection USG Rp500,000
81 | Trigger Finger Injection USG Rp500,000
82 | Tringger Poin Injection USG Rp500,000
83 | USG Neuromuscular Rp350,000
84 | USG Pembuluh Darah Rp350,000
85 | Baker’s Cyst USG Rp350,000
86 | Carotid Dopler Rp725,000
87 | Auditorik Vestibulari Rp300,000
88 | Teraphy Bihavior Rp300,000
89 | BAWE Rp350,000

90. NMT . ..
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90 | NMT Rp150,000

I1.8 | KLINIK THT TARIF
1 | Angkat Jahitan Operasi (<6) Rp90,000
2 | Angkat Jahitan Operasi (>6) Rp100,000
3 | Aff NGT Rp90,000
4 | Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral Rp110,000
S | Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral Rp220,000
6 | Angkat Tampon Hidung Posterior Rp250,000
7 | Apus hidung Rp190,000
8 | Apus telinga Rp130,000
9 | Apus Tenggorokan Rp160,000
10 | Canalith Repositional Therapy (CRT) Rp270,000
11 | Closed Reduction of TMJ Dislocation Rp350,000
12 | Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug Rp200,000
13 | Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga) Rp180,000
14 | Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral Rp140,000
15 | Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral Rp240,000
16 Ek§traksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Rp280,000
Unilateral
17 | Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral Rp340,000
18 | Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi Rp300,000
19 | Ekstraksi Benda Asing Hidung Rp155,000
20 | Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit Rp315,000
21 | Ekstraksi Benda Asing Mulut Rp150,000
22 | Ekstraksi Benda Asing Telinga Rp165,000
23 | Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit Rp270,000
24 | Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring Rp300,000
25 | Endoskopi Telinga Rp250,000
26 | Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES) Rp650,000
27 | Ganti NGT Rp155,000
28 | Ganti Verband Rp100,000
29 | Immunotherapy Rp397,000
30 | Irigasi Hidung Rp240,000
31 | Irigasi Sinus Unilateral Rp335,000
32 | Irigasi Sinus Bilateral Rp475,000
33 | Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral Rp335,000
34 | Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral Rp475,000
35 | Kaustik Faring Rp345,000
36 | Kaustik Hidung Epistaksis Rp389,000
37 | Kemoterapi Rp410,000
38 | Mikroskopi Telinga Luar Unilateral Rp312,000
39 | Mikroskopi Telinga Luar Bilateral Rp329,000
40 | Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral Rp312,000

41. Mikroskopi . . .
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41 | Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral Rp329,000
42 | Muller's Manuever Rp345,000
43 | Nasoendoskopi Rp355,000
44 | Nasoendoskopi Fleksibel Rp355,000
45 | Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel Rp362,000
46 | Pasang NGT Rp155,000
47 | Pasang NGT dengan Endoskopi Rp355,000
48 | Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral Rp315,000
49 | Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral Rp425,000
S50 | Pasang Tampon Posterior Hidung Rp355,000
51 | Pasang Tampon Telinga Unilateral Rp155,000
52 | Pasang Tampon Telinga Bilateral Rp220,000
53 | Patch Test (Telinga) Unilateral Rp250,000
54 | Patch Test (Telinga) Bilateral Rp450,000
55 | Penutupan Stoma Trakeostomi Rp325,000
56 | Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid Rp330,000
57 | Skin Prick Test Rp300,000
58 | Terapi Target Rp310,000
59 | Tes Berbisik / Suara Rp140,000
60 | Tes Dix Halpike dengan Frenzel Rp155,000
61 | Tes Fungsi N. VII Rp220,000
62 | Tes Fungsi Penghidu Rp220,000
63 | Tes Keseimbangan Sederhana Rp145,000
64 | Tes Penala / Garpu Tala Rp90,000
65 | Tes Topognostik Saraf Fasialis Rp150,000
66 | Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori Rp220,000
67 | Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi Rp250,000
68 | Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel Rp405,000
69 | Vestibuler Rehabilitation Therapy Rp321,000
]
I1.9 | KLINIK BEDAH UROLOGI TARIF
1 | Wound Toilet Kecil Rp75,000
2 | Wound Toilet sedang Rp150,000
3 | Wound Toilet Besar Rp225,000
4 | Ganti Verband Rp100,000
S | Injeksi Rp40,000
6 | Pasang Kateter Rp155,000
7 | Rectal Toucher Rp115,000
8 | Spooling Blast Rp300,000
9 | Businasi Rp200,000
10 | Aff Hecting Besar Rp60,000
11 | Aff Kateter Rp85,000
12 | Pasang Kateter dengan Mandrain Rp650,000
13 | ABPM Rp1,250,000

14. Biopsi . ..
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14 | Biopsi Ginjal Rp1,550,000
15 | CDL Semi Permanen Rp1,250,000
16 | CDL Temporary Rp850,000
17 | HD SLED Rp450,000
18 | Injeksi Kelenjar Paratiroid Rp600,000
19 | Peritoneal Dialisa PET set Rp1,450,000
20 | Peritoneal Dialisa Transfer set Rp1,450,000
21 | Pungsi Kista Ginjal Rp1,550,000
22 | USG Ginjal Rp680,000

I

II(')l KLINIK BEDAH ONKOLOGI TARIF

1 | Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm Rp&80,000

2 | Perawatan luka non infeksi sedang 6 s/d 10 cm Rp150,000

3 | Perawatan luka non infeksi besar > 10 cm Rp180,000

4 | Perawatan luka infeksi Rp220,000

S | Aspirasi seroma < 100 cc Rp100,000

6 | Aspirasi seroma 100 — 200 cc Rp40,000

7 | Aspirasi seroma > 200 cc Rp155,000

8 | Ganti Verband Rp100,000

9 | Aff Hecting Kecil (< 5 Jahitan) Rp30,000

10 | Aff Hecting Sedang (5 s/d 10 Jahitan) Rp45,000

11 | Aff Hecting Besar (11 -20 Jahitan) Rp60,000

12 | Aff Hecting Khusus (>20 Jahitan) Rp75,000

13 | Aspirasi hematoma Rp60,000

I

Hil KLINIK PARU TARIF

1 | Biopsi Aspirasi Transtorakal tanpa Tuntutan CT - SCAN Rp540,000

2 | Biopsi Aspirasi Transtorakal dengan Tuntutan CT - SCAN Rp1,050,000

3 | Biopsi Aspirasi Transtorakal tanpa Tuntutan USG Rp320,000

4 | Biopsi Aspirasi Transtorakal dengan Tuntutan USG Rp600,000

S | Biopsi Pleura Rp650,000

6 | Body Pletysmograph Rp650,000

7 | Bronkoskopi Rp800,000

8 | Bronkoskopi + Biopsi Rp1,015,000

9 | Bronkoskopi + Brushing Rp1,015,000
10 | Bronkoskopi + Brushing + Foto Rp1,015,000
11 | Cardiopulmonary Exercise Test Rp650,000
12 | CT-Scan Guided Rp650,000
13 | Pasang CVC Rp950,000
14 | EBUS Rp2,500,000
15 | Fall Paru Rp150,000
16 | FNAB Rp405,000

17. FNAB . ..
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17 | FNAB + USG Guided Rp405,000
18 | Intubasi dengan Fleksibel Bronkoskopi Rp800,000
19 | Mantoux test Rp300,000
20 | Mini WSD Rp405,000
21 | Pleurodesis Rp650,000
22 | Punksi Pleura Guided USG Rp405,000
23 | Spirometri Rp285,000
24 | Spirometri + bronkodilator Rp650,000
25 | TBNA Rp860,000
26 | Torakoskopi Rp1,850,000
27 |TTB Rp405,000
28 | TTB Guided USG Rp430,000
29 | TTNA (Transthoracal Needle Aspiration) Rp650,000
30 | TTNA dan TTB Guided CT Rp805,000
31 | USG Paru Rp390,000
32 | Pasang WSD Rp960,000
]
112’1 KLINIK MATA TARIF
1 | Aff hecting Konjungtiva Rp130,000
2 | Aff hecting Kornea Rp245,000
3 | Anel test Rp245,000
4 | Auto refraktometer Rp95,000
5 | USG B SCAN Rp650,000
6 | Biometri / USG A scan Rp580,000
7 | Break up time Rp45,000
3 Check up Mata (Ishihara+Lapang Pandangan Rp385,000
tes+Visus)
9 | Dilatasi pungtum Rp90,000
10 | Ekstirpasi gram kornea/foreign body Rp400,000
11 | Ekstirpasi granuloma Rp740,000
12 | Ekstirpasi lithiasis Rp240,000
13 | Ekstirpasi millium Rp250,000
14 | Epilasi bulumata Rp120,000
15 | Ekstirpasi corpus allienum konjungtiva Rp165,000
16 | Flouresin test Rp60,000
17 | Foto Funduscopi Rp825,000
18 | Funduscopy direk Rp90,000
19 | Funduscopy Indirect Rp140,000
20 | Ganti Verband Rp100,000
21 | Gonioscopi Rp120,000
22 | Humpery test Rp380,000
23 | Indirect Opthalmoscop Rp180,000
24 | Injeksi subconjungtiva Rp1,375,000

25. Insisi . ..
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25 | Insisi hodeoulum /khlalazion Rp960,000
26 | Lapang Pandang / Perimetri Rp230,000
27 | Laser iridektomi perifer Rp3,400,000
28 | Laser retina 1 mata Rp3,400,000
29 | Laser yag 1 mata ( capsul posterior lensa) Rp2,500,000
30 | Lepas hecting palpebra >10 Rp275,000
31 | Lepas hecting palpebra 1-10 Rp180,000
32 | OCT ( Optical Coherend Tomography ) Rp900,000
33 | Parasintesi COA Rp800,000
34 | Patching / Balut Tekan Rp50,000
35 | Pemasangan protesa mata Rp45,000

36 | Wound toilet sedang (Mata) Rp150,000
37 | Refraksi / koreksi Rp120,000
38 | Retinometry Rp130,000
39 | Schemeer test Rp90,000

40 | Scrap ulcus Cornea Rp350,000
41 | Slit lamp Rp95,000

42 | Spooling Bola Mata Rp180,000
43 | Strike retinoscopy Rp350,000
44 | Swab konjungtiva Rp90,000

45 | Tes buta warna Rp75,000

46 | Tonometry Non Contac Rp110,000
47 | Angkat jahitan Kornea Rp1,350,000
48 | Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA Rp1,850,000
49 | Corpus alineum dengan operating microscope Rp1,450,000
S50 | Eksisi pterigium bare sklera Rp1,800,000
51 | Eksplorasi konjungtiva Rp1,150,000
52 | Injeksi botox pada blefarospasme Rp1,920,000
53 | Injeksi intravitreal Rp2,000,000
54 | Iridektomi perifer Rp1,400,000
55 | Paracentesis Rp925,000
56 | Pengangkatan Nevus Margo Palpebra Rp1,870,000
57 | Reformasi COA Rp1,430,000
58 | Revisi Blab Rp1,430,000
59 | Tonometry Schiolt Rp60,000

-]

Hél KLINIK KULIT DAN KELAMIN TARIF

1 | Allergi Test / Patch Test Rp300,000

2 | Bedah Beku (kecil) (cryosurgery) Rp250,000

3 | Bedah Beku (sedang) (cryosurgery) Rp470,000

4 | Bedah Listrik Condiloma Accuminata I Rp200,000

S | Bedah Listrik Condiloma Accuminata II Rp400,000

6 | Bedah Listrik Condiloma Accuminata III Rp600,000

7. Bedah ...
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7 | Bedah Listrik Syringoma banyak Rp300,000

8 | Bedah Listrik Syringoma sedikit Rp200,000

9 | Bedah Listrik Trikeopitelioma banyak Rp300,000
10 | Bedah Listrik Trikeopitelioma sedikit Rp300,000
11 | Bedah Listrik Veruka Vulgaris banyak Rp300,000
12 | Bedah Listrik Veruka Vulgaris sedikit Rp200,000
13 | Bedah Skapel I Rp2,000,000
14 | Bedah Skapel I Rp2,500,000
15 | Biopsi:

16 | a. Biopsi Jaringan Rp150,000
17 | b. Punch Biopsi Rp205,000
18 | c. Eksisi Rp225,000
19 | Biopsi kulit (besar) Rp550,000
20 | Biopsi Kulit (sedang) Rp480,000
21 | Eksisi / Eksterpasi tumor jinak kulit (besar) Rp1,450,000
22 | Eksisi / Ekstirpasi tumor jinak kulit (kecil) Rp700,000
23 | Eksisi / Ekstirpasi tumor jinak kulit (sedang) Rp1,200,000
24 | Eksisi Granuloma Rp250,000
25 | Eksisi Granuloma Pyogenikum Rp250,000
26 |Eksisil ( < 2 cm) Rp200,000
27 | Eksisill (2-5 cm) Rp400,000
28 | Eksisi III (> 5 cm) Rp600,000
29 | Eksisi Tatto (besar) Rp2,350,000
30 | Eksisi Tatto (sedang) Rp2,000,000
31 | Eksisi Xantelasma (besar) Rp2,350,000
32 | Eksisi Xantelasma (kecil) Rp2,000,000
33 | Eksisi Xantelasma (sedang) Rp2,500,000
34 | Eksisi Xantoma Rp250,000
35 | Eksterpasi Besar / Eksisi Rp390,000
36 | Eksterpasi Kista Ateroma / Lipoma Ganglion < 2 cm Rp250,000
37 | Ekstirpasi Kista Epidermoid banyak Rp400,000
38 | Ekstirpasi Kista Epidermoid sedang Rp350,000
39 | Ekstirpasi Kista Epidermoid sedikit Rp300,000
40 | Ekstraksi Comedo Rp130,000
41 | Ekstraksi Kuku Rp250,000
42 | Elektro Couter Besar Rp450,000
43 | Elektro Couter Kecil Rp235,000
44 | Elektro Couter Sedang Rp330,000
45 | Enukleasi Milia Rp70,000
46 | Enukleasi Moloskum banyak (> 5 lesi) Rp475,000
47 | Enukleasi Moloskum sedikit (1-5 lesi) Rp290,000
48 | Exterpasi / Eksisi Kecil Rp290,000
49 | Facial Rp179,000
S50 | Injeksi Kenacort Intralesi Rp110,000

51. Insisi ...
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51 | Insisi Abses Rp240,000
52 | KOH Rp50,000
53 | Peeling kimiawi dalam Rp200,000
54 | Peeling kimiawi superfisial Rp100,000
55 | Peeling Kimiawi TCA Rp210,000
56 | Pemeriksaan Candidiasis Vaginalis Rp120,000
57 | Pemeriksaan Fisik vaginal dengan Speculum Rp55,000
58 | Pemeriksaan Gram Rp80,000
59 | Pemeriksaan Kondiloma (As. Asetat) Rp90,000
60 | Pemeriksaan Lampu Wood Rp100,000
61 | Pemeriksaan Sarcoptei Scabiei Rp120,000
62 | Pemeriksaan Trichomoniasis Rp115,000
63 | Pengangkatan Skin Tag banyak Rp300,000
64 | Pengangkatan Skin Tag sedang Rp210,000
65 | Pengangkatan Skin Tag sedikit Rp170,000
66 | Perawatan Ulkus I ( > 35 lesi) Rp105,000
67 | Perawatan Ulkus I (1-5 lesi) Rp390,000
68 | Podopilin 25% 1-5 lesi Rp65,000
69 | Podopilin 35% 1-5 lesi Rp70,000
70 | Tindakan Dermabrasi Rp240,000
71 | Tindakan Pada Keratosis Seboroik Rp680,000
72 | Uji Tusuk Obat Rp450,000
73 | Acetowhite Rp60,000
e
1141 KLINIK BEDAH ORTHOPEDI TARIF
1 Aspirasi Kista Rp180,000
2 Densitometri Rp120,000
3 Injeksi Carpal Tunnel Syndrome (Diluar Bahan dan Alat) Rp95,000
4 Injeksi Dequarvain (Diluar Bahan dan Alat) Rp95,000
5 Injeksi Intra Artikuler 1 Knee (Diluar Bahan dan Alat) Rp132,000
6 Injeksi Intra Artikuler 2 Knee (Diluar Bahan dan Alat) Rp275,000
7 Injeksi Trigger Thumb 2 jari (Diluar Bahan dan Alat) Rp265,000
8 Injeksi Trigger Finger 1 jari (Diluar Bahan dan Alat) Rp125,000
9 Injeksi Trigger Finger 2 jari (Diluar Bahan dan Alat) Rp265,000
10 | Injeksi Trigger Thumb 1 jari (Diluar Bahan dan Alat) Rp125,000
11 | Nekrotomi kecil Rp100,000
12 | Nekrotomi sedang Rp145,000
13 | Nekrotomi besar Rp200,000
14 | Pasang Elastis Verban Rp50,000
15 | Pasang Ransel Verband Rp65,000
16 | Pasang Skin Traksi Rp395,000
17 | Pungsi / Aspirasi 1 lutut Rp185,000
18 | Pungsi / Aspirasi 2 lutut Rp350,000

19. Pasang . ..
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19 | Pasang Skletal traction Rp70,000
20 | Pasang Gips Tanpa Narcose (Fore Arm Slab) Rp245,000
21 | Pasang Gips Tanpa Narcose (Long Leg Plester) Rp215,000
22 | Pasang Gips Tanpa Narcose (U - Slab) Rp285,000
23 | Short leg plester Rp185,000
24 | Sarmento plester Rp185,000
25 | Body jaket gyps Rp185,000
26 | Spika jaket Rp185,000
27 | Uip Gips Rp185,000
28 | Cabut kwire Rp110,000
29 | Cabut screw Rp110,000
30 | Cabut wire Rp110,000
31 | Buka gyps Rp120,000
32 | Stabilisasi Dislokasi Rp240,000
33 | Ganti verban Rp100,000
34 | Aff Hecting Kecil (<5 Jahitan) Rp30,000
35 | Aff Hecting Sedang (5-20 Jahitan) Rp45,000
36 | Aff Hecting Besar (11-20 Jahitan) Rp60,000
37 | Aff Hecting Khusus (>20 Jahitan) Rp75,000
38 | Wound Toilet Kecil Rp75,000
39 | Wound Toilet Sedang Rp150,000
40 | Wound Toilet Besar Rp225,000
e
115.1 KLINIK NYERI TARIF
1 Blok Saraf Perifer Rp1,500,000
2 | Elektro Akupuntur Rp200,000
3 | Epidural Steroid Rp1,500,000
4 | Injeksi Intra-Articular - USG Guided (diluar obat) Rp900,000
S | Acute Pain Service Rp120,000
6 | Intubasi emergency Rp1,650,000
7 | Patient Controlled Analgesia (PCA) Rp320,000
8 | Pemasangan Infus sulit Rp480,000
9 | Pemasangan NGT sulit (konsul anestesi) Rp480,000
Hél KLINIK GIGI DAN MULUT TARIF
KONSERVASI
1 | Anesthesi per ampule/spuit/needle bukan tind PSA Rp100,000
2 | Bongkar Restorasi/Open bur Rp150,000
3 | Bongkar Crown/Inlay/Onlay per elemen Rp200,000
4 | Tumpatan GIC II dan IX kecil Rp300,000
S | Tumpatan GIC II dan IX besar Rp350,000
6 | Tumpatan RMGIC kecil (GIC dengan sinar) Rp350,000

7. Tumpatan ...
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7 | Tumpatan RMGIC besar (GIC dengan sinar) Rp400,000
8 | Tumpatan Komposit/komporner (Light Curing) kecil Rp450,000
9 | Tumpatan Komposit/komporner (Light Curing) besar Rp550,000
10 | Tumpatan Onlay komposit direk Rp750,000
11 | Tumpatan inlay, onlay komposit indirek Rp1,500,000
12 | Tumpatan estetik komposit bahan khusus Rp700,000
13 | Penutupan pit dan fisur dengan komposit Rp300,000
14 | Inlay, onlay logam biasa Rp750,000
15 | Inlay, onlay logam khusus Rp1,000,000
16 | Inlay, onlay porselen Rp2,000,000
17 | Inlay Targis (Adoro) Rp750,000
18 | Labial Veneering komposit/layering Rp1,000,000
19 | Labial Veneering porselen Rp3,500,000
20 | Pin Stabilok Rp500,000
21 | Pasak inti tuang/custom postcore Rp500,000
22 | Pasak Skrup ready made Rp500,000
03 ig?legl)'ltam inlay, onlay/crown dengan SIK/GIC (sementasi Rp300,000
04 Sementasi' inlay, onlay/crown dengan semen resin/relix-100 Rp300,000
(sementasi ulang)
25 | Kaping pulpa direk/indirek Rp300,000
26 | Endodontik 1 x kunjungan akar tunggal Rp2,000,000
27 | Endodontik 1 x kunjungan akar ganda Rp3,000,000
08 Englodontik 1 x kunjungan dengan kondisi khusus / posisi Rp2,500,000
sulit / bengkok
29 | Pulpektomi / PSA akar tunggal (kunjungan I) Rp350,000
30 | Pulpektomi / PSA akar ganda (kunjungan I) Rp500,000
31 | Preparasi saluran akar tunggal (kunjungan II dst) Rp300,000
32 | Preparasi saluran akar ganda (kunjungan II dst) Rp500,000
33 Preparasi .saluran akar kondisi khusus (akar bengkok, posisi Rp500,000
sulit) kunjungan II dst
34 | Retreatment Rp500,000
35 | Ganti obat/tambalan sementara/Obat Caoh Rp200,000
36 | Devitalisasi pulpa Rp300,000
37 | Pengisian saluran akar tunggal Rp400,000
38 | Pengisian saluran akar ganda Rp500,000
39 | Bleaching Gigi non Vital (1 gigi) Rp500,000
40 | Bleaching Gigi Vital RA/RB Rp3,500,000
41 | Perawatan absorbsi/PSA dengan MTA Rp1,250,000
42 | Pulpotomi / apeksifikasi / mumifikasi Rp300,000
43 | Kontrol / Premedikasi/Poles komposit Rp200,000
44 | Apikal Kuretase Rp2,000,000
45 | Apikoektomi gigi anterior Rp2,500,000
46 | Apikoektomi gigi posterior Rp3,000,000
47 | Hemiseksi / radisektomi / amputasi akar Rp1,500,000

PROSTHODONSIA . . .
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PROSTHODONSIA
1 Mahkota metal keramik Rp2,000,000
2 | Mahkota akrilik Rp1,200,000
3 | Mahkota akrilik dengan logam backing logam Rp1,000,000
4 | Mahkota logam penuh / inlay / uplay Rp1,000,000
S | Maryland bridge Rp3,500,000
6 | Mahkota all porcelin Rp2,500,000
7 | Veneer Rp3,500,000
8 | Mahkota ceramic Zirkonia Rp6,000,000
9 | All Porcelin (zirkonia) with fiber reinforced composite Rp7,000,000
10 | Pasak Sekrup Rp800,000
11 | Pasak tuang Rp800,000
12 | Pasak fiber Rp1,100,000
13 | Pin Stabilo Rp500,000
14 | Sementasi ulang dengan semen resin (relix - 100) Rp700,000
15 | Inlay - uplay targis (adoro) Rp1,100,000
16 | Inlay - uplay Metal Keramik Rp1,300,000
17 | Reparasi mahkota keramik Rp950,000
18 | Mahkota lepas (cementasi ulang dg SIK) / GIC Rp400,000
19 | Bongkar Crown Rp500,000
20 | Mahkota Sementara Rp500,000
21 | Cetak rahang atas dan bawah Rp500,000
22 | GTS Logam (atas / bawah) tanpa elemen gigi Rp2,000,000
23 | GTS Logam Unilateral (Saddle) tanpa elemen gigi Rp1,000,000
24 | GTS Akrilik + elemen gigi pertama Rp1,500,000
25 | Tambahan per elemen gigi akrilik Rp200,000
26 | Dental D Rp1,500,000
27 | Flexy denture + gigi pertama Rp1,500,000
28 | Tambahan elemen gigi flexy denture Rp300,000
29 | GTS Kombinasi Metal Valpast tanpa elemen gigi Rp2,000,000
30 | GTL logam rahang atas dan rahang bawah Rp8&,000,000
31 | GTL logam rahang atas dan rahang bawah kasus sulit Rp9,000,000
32 | GTL logam rahang atas dan rahang bawah Rp4,000,000
33 | GTL logam rahang atas dan rahang bawah kasus sulit Rp5,000,000
34 | GTL acrylic rahang atas dan rahang bawah Rp6,000,000
35 | GTL acrylic rahang atas dan rahang bawah kasus sulit Rp7,000,000
36 GTL kombinasi metal-flexy denture rahang atas rahang Rp9,000,000

bawah
37 GTL kombinasi metal-flexy denture rahang atas rahang Rp4,000,000

bawah
38 | Reparasi gigi tiruan akrilik tanpa cetak Rp500,000
39 | Reparasi gigi tiruan akrilik dengan cetak Rp800,000
40 | Tambahan Klamer / klamer Rp200,000
41 | Tambahan elemen gigi akrilik Rp300,000

42. Relining . . .
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42 | Relining / Rebasing GTL Rp800,000
43 | Night guard / Splin TMJ Rp1,800,000
44 | Splinting Oklusal Rp2,400,000
45 | Penambahan basis dengan softliner Rp1,000,000
46 | Kontrol / konsultasi (GTS dibuat di luar RSGM YOS) Rp200,000
477 ll;’lerrll)yesuaian gigi tiruan/denture adjustment (GTS dibuat 1 Rp300,000
48 Kontrol /.Konsgltasi (GTS dibuat di RSGM YOS ) maksimal 3 Rp200,000
bln post insersi
49 | Occlusal guidance (akrilik) Rp2,000,000
S50 | Occlusal guidance (Logam) Rp4,000,000
51 | Feeding Plate Rp2,000,000
52 | Obturator (maksilo facial) Rp2,000,000
53 | Prothesa mata tanpa kelopak mata/unit Rp2,500,000
54 | Prothesa mata dengan kelopak mata/unit Rp5,000,000
55 | Prothesa hidung Rp4,000,000
56 | Prothesa telinga / satu daun telinga Rp4,000,000
57 Prothesa kor.n‘.binas% 1 mata/ hidung/ telinga/ bibir dengan Rp7,000,000
perluasan pipi/meliputi 2 (dua) bagian wajah
58 | Prothesa wajah (meliputi leher/defect lebih luas) Rp9,000,000
PEDODONTIK
1 | Tambalan Sementara Rp100,000
2 | Tambalan Komposite Besar Rp400,000
3 | Tambalan Komposite Kecil Rp300,000
4 | Tambalan Glass lonomer kecil Rp280,000
S | Tambalan Glass lonomer besar Rp360,000
6 | Tambalan Kompomer Rp200,000
7 | Fissure Sealant Rp500,000
8 | Keping Pulpa Rp350,000
9 | Aplikasi Fluor per-Rahang Rp500,000
10 | Pulpektomi akiar tunggal Rp280,000
11 | Pulpektomi akiar ganda Rp380,000
12 | Pulpotomi Rp300,000
13 | Penambalan Fraktur klas I gigi tetap Rp250,000
14 | Penambalan Fraktur klas II gigi tetap Rp280,000
15 | Penambalan Fraktur klas I gigi sulung komposit Rp250,000
16 | Penambalan Fraktur klas I gigi sulung GIC Rp280,000
17 | Penambalan Fraktur klas II gigi sulung komposit Rp200,000
18 | Penambalan Fraktur klas II gigi sulung GIC Rp250,000
19 | Penambalan Fraktur klas III gigi sulung komposit Rp300,000
20 | Penambalan Fraktur klas III gigi sulung GIC Rp250,000
21 | Penambalan Fraktur klas IV gigi sulung Rp280,000
22 | Pengisian saluran akar tunggal sulung Rp300,000
23 | Pengisian saluran akar ganda sulung Rp350,000

24. Mahkota . ..
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24 | Mahkota Logam / SSC Rp1,000,000
25 | Mahkota Seluloid Rp350,000
26 | Crown Loop / band Loop Rp1,000,000
27 | Pemasangan Incilened Bite Plane Rp1,000,000
28 | Lingual / Palatal Arch per rahang Rp1,250,000
29 | Space retainer Rp1,500,000
30 | Space maintaner Rp1,500,000
31 | Splinting dg alat cekat (per rahang) Rp1,500,000
32 | Scalling RA & RB Rp450,000
33 | Cabut gigi sulung Topikal Rp280,000
34 | Cabut gigi sulung dengan injeksi Rp320,000
35 | Cabut gigi dewasa muda Rp350,000
36 | Space maintaner acrylik Rp500,000
37 | Exo Ulcos Decubitus (komplikasi) Rp500,000
BEDAH MULUT
1 | Cabut gigi susu dengan topikal anesthesi Rp250,000
2 | Cabut gigi susu dengan injeksi anesthesi Rp300,000
3 | Cabut gigi susu dengan komplikasi Rp400,000
4 | Cabut gigi susu / tetap komplikasi Rp600,000
S | Cabut gigi tetap Rp300,000
6 | Cabut akar gigi yang tertanam dalam gusi (Impacted) Rp450,000
7 | Cabut gigi molar impacted klas 1 mes anguler Rp2,000,000
8 | Cabut gigi molar impacted klas 2 horizontal Rp3,000,000
9 | Cabut gigi molar impacted klas 3 komplek Rp3,500,000
10 | Cabut gigi canine / premolar bucal impacted Rp3,500,000
11 | Cabut gigi canine / premolar dep palatal/ linggual Rp3,000,000
12 | Cabut gigi mesiodent / Distodent / simple odontoma Rp1,500,000
13 | Cabut gigi insisive impacted Rp1,500,000
14 | Cabut gigi canine traksi gigi C/P/I untuk ortho Rp2,000,000
15 | Apek Reseksi anterior / apikoektomi Rp2,000,000
16 | Apek Reseksi posterior Rp2,500,000
17 | Operkulektomi Rp1,500,000
18 | Frenektomi / pendalaman sulkus Rp1,500,000
19 | Replantasi gigi Rp1,500,000
20 | Bedah Oroantralfistula (dengan anesthesi lokal) Rp2,000,000
21 | Biopsi (Incisi) dengan lokal anesthesi Rp2,000,000
22 | Eksterpasi mucocele Rp1,500,000
23 | Epulis Rp2,000,000
24 | Eksterpasi Fibroma bibir dengan anesthesi lokal Rp1,500,000
25 | Splinting per rahang Rp2,000,000
26 | Alveolectomy per regio Rp1,500,000
27 | Insis abses intra oral Rp600,000
28 | Labio schisis lokal Rp1,500,000
29 | Sedasi Rp400,000
30. Therapi. . .
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30 | Therapi Solux Rp400,000

31 | Kontrol pasca bedah Rp250,000

32 | Premedikasi / resep (tanpa tindakan) Rp200,000

33 | Kontrol angkat jahitan Rp300,000

34 | Dental implant - nobel active / ITI active 1 st stage §p20,000,00
35 | Dental implant - nobel Replace / ITI / Simpact 1 st stage §p17,500,00
36 | Dental implant - alpha 1 st stage §p15,000,00
37 | Dental implant Korean 1 st stage (dio) §p15,000,00
38 | Porcelain implant - Pontic crown per unit Rp7,000,000
39 | Immediate implant one piece with temp Crown - Nobel §p18,000,00
40 | Bone graft - each 0,5 Gr Rp2,000,000
41 | Titanium mesh / Quadrant Rp2,000,000
42 | Titanium Screw / piece Rp1,000,000
43 | Titanium tack / piece Rp1,000,000
44 | Implant Retainer Overdenture - Nobel each unit §p17,500,00
45 | Implant Retainer Overdenture - ITI - Bego Simpeact §p17,500,00
46 | Implant Retainer Overdenture - Alpha Bio each unit gpIS,OO0,00
47 | Implant Retainer Overdenture - Korean each unit §p12,000,00
48 | Gold ring, Magnet or Locator each unit Rp7,500,000
49 | Ball and Rubber / sillicon O ring each unit RpS5,000,000
S50 | Overdenture - acrylic / Plastic teeth for each jaw §p12,000,00
51 | Overdenture - high impact / Plastic teeth for eeach jaw gpIS,OO0,00
52 | Soft tissue graft Rp4,000,000
53 | Sulcus deepening each jaw / 1/4 rahang Rp3,000,000
54 | Closed reduction fracture by lokal anesthesi Rp5,000,000
55 | Occlusal Adjustment each jaw Rp500,000

56 | Debridment - mild with suturing each jaw Rp500,000

57 | Debridment - wide with suturing each jaw Rp1,000,000
58 | Ekstra Orl suturing I Rp800,000

59 | Ekstra Orl suturing II Rp1,500,000
60 | Abdult obturator Rp1,250,000
61 | Cleft lip - palte feeding plate Rp1,250,000
62 | Sport protector Rp250,000

63 | Orif gpI0,000,00
64 | Reseksi Rahang Rp8,000,000

65. Labioplasty. . .
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65 | Labioplasty dg anesthesi umum Rp8,000,000
66 | Palatoplasty dg anesthesi umum §p10,000,00
PERIODONSIA

1 | Membersihkan karang gigi RA & RB (Scalling 2 rahang) Rp500,000

2 | Membersihkan karang gigi RA atau RB (Scalling 1 rahang) Rp300,000

3 | Root planning per gigi Rp200,000

4 | Curettage/ENAP per regio Rp1,000,000
S | Splinting wire + komposit per gigi Rp300,000

6 | Splinting wire intrakoronal Rp400,000

7 | Splinting fiber per gigi Rp500,000

8 | Protesa periodontal per rahang + 1 gigi Rp4,500,000
9 | Gigi berikutnya Rp500,000
10 | Occlusal Adjusment per gigi Rp150,000
11 | Topikal aplikasi (desensitizing agent) per gigi Rp150,000
12 | Frenectomy/Frenotomy/Frenoplasty Rp2,000,000
13 | Gingivectomy/Gingivoplasty per gigi Rp500,000
14 | Gingivectomy/Gingivoplasty per rahang Rp2,000,000
15 | Depigmentasi gingiva per rahang Rp2,000,000
16 | Crown Lengthening tanpa ostetomy per gigi Rp500,000
17 | Crown Lengthening dengan ostetomy per gigi Rp1,000,000
18 | Upperculectomy Rp2,000,000
19 | Hemisection per gigi Rp2,000,000
20 | Root Amputasi per gigi Rp2,000,000
21 | Flap terapi poket per regio Rp3,000,000
22 | Flap terapi poket per regio + Bone graft 0,5 cc Rp4,500,000
23 | Reposition Flap tanpa Graft per gigi/regio Rp3,000,000
24 | Reposition Flap dengan GTR/PRF per gigi/regio Rp4,500,000
25 | Reposition Flap dengan CTG/FGG per gigi/regio Rp6,000,000
26 | Alveolectomy/Alveoloplasty per regio Rp3,000,000
27 | Ridge Augmentasi + bone graft per regio Rp4,500,000
28 | Socket Preservasi Rp4,500,000
29 | Vestibulectomy tanpa Graft per regio Rp3,000,000
30 | Vestibulectomy dengan Graft per regio Rp4,500,000
31 | Bone graft 0,5 cc Rp1,500,000
32 | PRF/PRP Rp1,500,000
33 | Membran Rp1,500,000
34 | Implant per gigi + Mahkota §p15,000,00
35 | Sinus lifting Rp6,000,000
36 | Terapi Periimplantitis + Bone Graft per gigi Rp4,500,000
37 | Aff Hecting Rp60,000
38 | Kontrol Post Bedah Rp150,000

ORTHODONTIK

1.Alat Ortodontik . . .
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II.1

1 | Alat Ortodontik Lepas (2 rahang) Rp3,500,000
2 | Alat Ortodontik Cekat bahan Roth (RA+RB) §p12,000,00
3 | Alat Ortodontik Cekat bahan Ceramic (RA+RB) §p14,000,00
4 | Alat Ortodontik Cekat bahan Diamond / Kristal (RA+RB) §p17,000,00
S5 | Plat Retensi (per rahang) Rp1,500,000
6 | Plat Retensi cekat (per rahang) Rp1,000,000
7 | Plat Retensi Cekat dengan Komposite / Rahang Rp1,000,000
8 | Kontrol alat cekat (per kunjungan) Rp350,000
9 | Kontrol alat lepas (per kunjungan) Rp200,000
10 | Headgear, face mask Rp3,000,000
11 | Reparasi alat lepas (per rahang) dengan cetak Rp400,000
12 | Ganti Braket per buah / hilang Rp200,000
13 | Ganti Braket Ceramic per buah Rp400,000
14 | Ganti Band per buah Rp200,000
15 | Intial Treatment Rp750,000
16 | Debonding Bracket RA/RB Rp500,000
17 | Kontrol Emergency Rp450,000
18 | Bracket Lepas Rp150,000
19 | Pemasangan mini screw implant Rp1,000,000
20 | Biaya Cetak RA/RB Rp350,000

- | KLINIK REHABILITASI MEDIS TARIF
ASSESSMENT KHUSUS KFR

1 | Assesment & checkout prosthesis Rp70,000
2 | Assesment & checkout orthosis orthosis Rp70,000
3 | Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Rp70,000
4 | Assesment Fungsi Berkemih Rp80,000
5 | Assesment Fungsi Defekasi Rp70,000
6 | Assesment Fungsi Eksekusi Gerak Rp70,000
7 | Assesment Fungsi Kardiorespirasi Rp70,000
8 | Assesment Fungsi Komunikasi Rp70,000
9 | Assesment Fungsi Memori Rp70,000
10 | Assesment Fungsi Menelan Rp70,000
11 | Assesment Fungsi Motorik Halus Rp70,000
12 | Assesment Fungsi Sensibilitas Rp70,000
13 | Assesment Integrasi Sensori- Motor Rp70,000
14 | Assesment Kekuatan Otot Rp70,000
15 | Assesment Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri Rp70,000
16 | Assesment Keseimbangan Statik dan Dinamik Rp70,000
17 | Assesment Kontrol Postur Rp70,000
18 | Assesment Pola Jalan (Gait Analysis) manual Rp70,000

19. Konsultasi . . .
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19 | Konsultasi dokter dan Skrining USG Rp250,000
TINDAKAN KHUSUS Sp.KFR
1 | Edukasi home exercise program Rp70,000
2 | Bladder Training (CIC) Rp300,000
3 | Dryneedling Rp300,000
4 | EMG surface Biofeedback (diagnostik) Rp250,000
S | EMG surface Biofeedback (terapeutik) Rp250,000
6 | Injeksi Botox (diluar obat) Rp1,500,000
7 | Injeksi Intra-Articular - USG Guided (diluar obat) Rp900,000
8 | Injeksi Intra-Articular (diluar obat) Rp400,000
9 | Injeksi Nerve Block - USG- Guided (diluar Obat) Rp2,200,000
10 | Injeksi Soft tissue - USG Guided (diluar Obat) Rp900,000
11 | Injeksi Soft tissue (diluar Obat) Rp350,000
12 | Low Level Laser Therapy Rp90,000
13 | Vita-stim Rp450,000
Tindakan Fisioterapi (Latihan Terapeutik manual)

1 | Balance exercise Rp60,000
2 | Basic Exercise (Active dan Passive ROM Exc) Rp50,000
3 | Breathing Exercise Rp60,000
4 | Chest physical therapy Rp60,000
S | Exercise for vertigo Rp60,000
6 | Frenkel's exercise Rp60,000
7 | Gait Training Rp60,000
8 | Manipulasi sendi Rp90,000
9 | Manual Traction Rp90,000
10 | Massage Rp60,000
11 | Mc Kenzie exc Rp60,000
1